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ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu kejahatan terhadap harta
kekayaan manusia yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku
kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372-377 KUHP, yang merupakan
kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan
pelakunya berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai
masyarakat lapisan atas. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang
berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut
hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Ancaman pidana bagi pelaku tindak
pidana penggelapan juga telah di atur dalam Pasal yang sama. Sedangkan hukum
Islam tidak mengatur secara khusus bagi pelaku tindak pidana ini, namun bisa di
analogikan menjadi 7kAtilas. Adapun rumusan masalah dari penelitian adalah
bagaiaman implementasi pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
terhadap akad sewa menyewa krembu yang di duga terdapat unsur penggelapan
dan bagaimana akad sewa menyewa krembu dalam kajian figih jinayah.Skripsi
ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam
Terhadap Implementasi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang
Pidana Penggelapan (Studi Kasus Dugaan Penggelapan dalam Akad Sewa
Menyewa Krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo)”. Penelitian ini
dimaksudkan untuk menjawab rumusam masalah: (1) Bagaimanakah
implementasi pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap akad
sewa menyewa krembu yang di duga terdapat unsur penggelapan di Desa
Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo? (2) Bagaimanakah akad sewa menyewa
krembu dalam kajian figih jinayah di Desa Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pola pikir
deduktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis praktek akad sewa menyewa
krembu data ini berasal dari wawancara, bahan pustaka, Undang-Undang dan
jurnal-jurnal hukum yang di olah dan di analisis. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian secara
langsung dilapangan (field research).

Implmentasi pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang
penggelapan di Sidoarjo kurang maksimal karena masih banyak warga melakukan
akad sewa menyewa krembu . Hal tersebut di karenakan beberapa faktor, salah
satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, keadaan ekonomi dan
pendidikan. Tindakan duggaan penggelapan dalam akad sewa menyewa
merupakan pelanggaran pada pasal 372 tetapi tidak ada tindakan hukum dari
pemerintahan setempat, sedangkan dalam hukum pidana islam tindakan ini dapat
di kenai hukuman #a’zir. Hukuman akan di tentukan oleh pemerintah sesuai jenis
dan tindakan kejahatan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang
berlaku.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sendiri bersifat mengikat, adil tidak memandang siapapun itu
jika memang terbukti bersalah maka akan dikenai sanksi yang tegas sesuai
hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia sendiri sebagai negara hukum
tentu sangat menjunjung nilai-nilai hukum sebagaimana hukum yang berlaku.
Bahkan setiap warga negara di kenai sanksi hukum apabila terbukti
melakukan pelanggaran hukum.

Pembahasan masalah pidana dalam ilmu hukum dengan hukum pidana
yang diambil dari bahasa Belanda yaitu “strafrech’. Buku atau kitab yang
memuat tentang rincian perbuatan pelanggaran atau kejahatan beserta
hukuman yang di ancamkan untuk diberlakukan di negara Indonesia ini
disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta
kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang di kenal dengan istilah
penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai
unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Menurut sistematika Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), ada jenis kejahatan yaitu “kejahatan yang
ditujukan terhadap hak milik dan hak lain-lain.

Penggelapan dalam bentuk pokoknya di atur dalam pasal 372 KUHP.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang



hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, hanya bedanya kalau dalam
pencurian barang yang sudah di ambil untuk dimiliki sendiri itu belum berada
di tangan pelaku , sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang
sudah di ambil untuk dimilik sendiri sudah berada di tangannya pelaku tidak
dengan jalan kejahatan atau sudah di percayakan.!

Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau
suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata
dan merupakan tindakan sebagai pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan
menolak untuk mengembalikan barang yang di terima dan dikuasainya sudah
dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki.?

Sebuah tindakan dikategorikan sebagai penggelapan jika dilakukan
dengan sengaja yang berupa uang, barang, atau surat berharga dengan tujuan
untuk kepentingan pribadi. Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya
akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang tetapi juga
karena akad atau perjanjian. dalam akad atau perjanjian sering terjadi di antara
para pihak yang telah melakukan akad telah ingkar janji, tidak melaksankana
hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak. Dengan
demikian akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelsaiannya tidak
begitu mudah dan cepat serta berlarut-larut, pada akhirnya akan berakhir di

pengadilan yang memerlukan putusan hakim.3

1 Kombes, Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.h., CN., M.M. dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.l., M.h., Cepat dan
Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014). 139-140.

2 1bid, 140.

3 Dr. Yahman, S.H., M.H, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (Jakarta :
Kharisma Putra Utama, 2016). 4.



Dalam kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di daerah Tambak
Cemandi Sedati Sidoarjo, fakta yang ada di masyarakat bahwa pelaku tindak
pidana penggelapan yang di lakukan oleh perorangan atau lebih mereka
melakukan tindak pidana penggelapan pada saat menyewa krembu dan pelaku
memiliki motif tersendiri dalam melakukan penggelapan sewa, setelah kedua
belah pihak setuju maka melakukan akad secara tertulis. Setelah pelaku
membawa krembu dan di pergunakan dengan semestinya, pelaku tidak
mengembalikan krembu kepada pemilik sesuai dengan akad yang telah di
lakukan.

Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia
lainnya, baik di bidang kerjaan maupun hubungan keluarga. Hubungan antara
sesama orang, khususnya di bidang lapangan kerja, biasanya dimulai dengan
bentuk perjanjian (akad). Dalam kontek Indonesia terdapat tiga macam sistem
hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yaitu Hukum Adat, Hukum
Perdata Barat (KUHPerdata), dan Hukum Islam.

Secara statistik penduduk Indonesia memeluk agama islam, dalam
kehidupan umat muslim harus senantiasa berpedoman dari kedua sumber
hukum islam utama yaitu al-Qur’an dan Hadist.* Di Indonesia saat ini
berlakunya hukum islam disebut dan di tentukan oleh peraturan perundang-
undangan bukannya di tentukan oleh hukum adat lagi. Negara wajib mengatur
sesuatu masalah sesuai dengan hukum islam, sepanjang pengaturan ini hanya

berlaku bagi pemeluk agama islam, kedudukan hukum islam dalam sistem

4 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan
Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). 5.



hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum
barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang di dalam Negara
Kesatuan Repiblik Indonesia.’

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab di istilahkan dengan
Mu’ahada Ittifa’, atau Akad. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat 7jab
(perjanjian) dan gabul (penerimaan) antar satu pidah dengan pihak lai yang
berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari’ah
Dan dalam bahasa indonesia di kenal dengan kontrak, perjanjian atau
persetujuan atau artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.®

Perbuatan tindak pidana penggelapan yang disebabkan karena
adanya hubungan kerja atau perjanjian yang diistilahkan dalam hukum
Islam dengan sebutan “Ikhtilas” yaitu tidak memenuhi kepercayaan yang
telah diberikan oleh orang lain. Beberapa hukum ikhtilas mirip dengan tindak
pidana pencurian dalam hukum pidana Mesir yang dikenal dengan janhah
(kejahatan ringan/ suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurungan
lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piaster).

Jika dalam beberapa kondisi terdapat perbedaan antara hukum islam
dan hukum konvensional contohnya, hukum konvensional menganggap
pemindahan harta curian sebagai ikhtilas, tetapi hukum islam memandangnya
sebagai pengkhianatan terhadap amanah, hukum konvensional yang harus

diikuti. Alasannya, ini adalah tindak pidana takzir dan dilarang karena dilihat

> Ibid, 16.
® Ibid, 22.



dari sisi caranya, yaitu unsur mencuri atau mengkhianati amanah. Penguasa
memiliki otoritas terbesar dalam menentukan hukuman atas tindak pidana
yang bersifat takzir. Jika penguasa menetapkan hukuman atas tindak pidana
seperti hukuman atas tindak pidana seperti hukuman atas tindak pidana
pencurian, ketetapan tersebut harus dipatuhi.

Jika hukuman yang diberikan hukum islam dalam tindak pidana
pencurian dibandingkan dengan hukum pidana Mesir, akan didapati bahwa
hukum islam dan hukum pidana Mesir sama-sama memberikan hukuman
terhadap tindak pidana yang oleh hukum pidana Mesir dianggap sebagai
tindak pidana pencurian. Contohnya, hukum islam menjatuhkan hukuman atas
manusia yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi (pencuri kecil),
manusia yang mengambil harta prang lain dijalanan umum secara terpaksa
(pencurian besar atau perampokan), dan manusia yang mengambil harta
manusia lain secara terang-terangan dan tanpa kekerasan (ikhtilas).

Demikian juga halnya hukum pidana Mesir yang mengamcamkan
hukuman terhadap pelaku ikhtilas, baik yang dilakukan dengan atau tanpa
sepengetahuan korban. Jadi, ikhtilas dalam bentuk apapun, baik dilakukan
secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, selama tidak disertai
dengan kerelaan korban dan dilakukan tanpa kekerasan, tetap dianggap
sebagai janhah.’

Dalam hukum Islam, penggelapan ini masih diperselisihkan oleh

kalangan ulama. Dalam kasus yang diperselisihkan ialah terkait dengan

7 Prof. K.H. Alie Yafie, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta : PT. Kharisma llmu, 2007).79-
80



penggelapan yang berupa Ikhtilas tersebut tidak selamanya para wulama
sepakat mengkategorikannya sebagai jarimah ta’zir, akan tetapi jumhur
memasukannya ke dalam jarimah ta’zir.®

Sedangkan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa kasus penggelapan
yang berupa mengingkari barang pinjaman merupakan suatu hal yang
meragukan, apakah itu termasuk mencuri atau tidak. Sebab itu, para
ulama  berbeda pendapat bahwa mengenai  hukumannya. Jumhur
mengatakan bahwa orang yang mengingkari barang pinjaman barang
tidak dipotong tangannya. Karena al-Qur’an dan Hadist hanya mengatur
tentang had pncurian. Ibnu Qayyim membantah hal ini karena dalam
kitab al-Raudah dijelaskan bahwa, pengingkaran barang pinjaman yang
tidak bisa dikategorikan pencuri secara bahasa, maka ia termsuk pencuri
secara shara‘. Sedangkan shara‘ harus lebih didahulukan dari pada bahasa.

Selain itu, memasukan pengingkaran barang pinjaman dalam
kategori pencuri sudah sangat jelas sekali. Pinjam-meminjam adalah
kebtuhan manusia. Bahkan bila dalam keadaan darurat dan memaksa
maka hal pinjam-meminjam menjadi wajib, baik secara gratis ataipun
menyewa. Dan tentu saja peminjam ini tidak bisa disaksikan setiap saat.
Selain itu, masalah pinjam-meminjam tidak dapat dielakan, baik secara adat
maupun syara’. Dengan demikan, maka pengingkaran barang pinjaman tidak
ada bedanya dengan pencurian. Mengingkari barang pinjaman tidak bisa

disamakan  dengan  mengingkari barang titipan. Karena masalah

8 A. Djazuli, Figih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2000), 183.



pengingkaran barang titipan ada unsur gegabah dari si penitip dalam
mempercayai orang yang di titipi.’

Dalam hukum Islam, tindakan penggelapan sangatlah dilarang karena
hal tersebut dapat merugikan manusia lain dengan cara mengambil hak-hak
manusia lain dengan maksud ingin di miliki. Hukum Islam merupakan
hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Apapu bentuk tindak
kejahatan yang dilakukan oleh orang pasti ada hukumnya. Dalam hukum
Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah jarimah, yaitu
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh Allah
dengan hukuman hadd atau ta’zir.!”

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang di atas, penulis juga
melihat penerapan norma-norma hukum tentang kasus penggelapan
berbeda-beda sesuai dengan kasusnya dan tindakannya. Oleh karna itu, penulis
mengambil judul : “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pidana Penggelapan
(Studi Kasus Terhadap Dugaan Penggelapan Dalam Akad Sewa Menyewa

Krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo)”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan penguraian latar belakang penulisan di atas, penulis
memberikan pemaparan dan pemahaman tentang ruang lingkup dan

identifikasi masalah dalam penelitian ini, meliputi :

® Sayyid Sabiq, Figih Sunnah IX, (Bandung : PT Alma’arif, 1984), 219.
10 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), ix.



1. Implementasi pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akad sewa
menyewa krembu yang di duga terdapat unsur penggelapan

2. Kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam sewa menyewa krembu

3. Akad sewa menyewa krembu dalam kajian figih jinayah

4. Akad yang terjadi dalam sewa menyewa krembu

5. Wilayah yang adanya kasus tindak pidana penggelapan dalam sewa

menyewa krembu.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, mak
penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana terhadap akad sewa menyewa krembu yang di duga terdapat unsur
penggelapan di Desa Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo?

2. Bagaimanakah akad sewa menyewa krembu dalam kajian figih jinayah di

Desa Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka
Berdasarkan pengkajian yang dilakukan penulis, belum ada skripsi
yang membahas secara terperinci terkait penerapan Ps 372 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan khususnya tentang sewa

menyewa krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo. Maka peneliti



mencoba mencari karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti,

yaitu :

1. Skripsi karya Andi Rahmia Nanda pada tahun 2017 yang berjudul
“Tinjavan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi kasus
putusan No.05/Pid.B/2016/PN.Pin)”, membahas tentang penerapan hukum
pidana materil dan sanksi oleh hakim terhadap tindak pidana penggelapan
mobil rental dalam hukum pidana positif.!' Persamaan dengan judul penulis
adalah sama-sama membahas tentang penerapan hukuman bagi pelaku
penggelapan. Pebedaannya adalah skripsi ini lebih fokus membahas tentang
pidana materil, sanksi dan pertimbangan majelis hakim tentang putusan
No.05/Pid.B/2016/PN.Pin.

2. Skripsi karya Andik Kurniawan pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan
Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.
358/Pid.B/2014/PN.Mjkt Tentang Pidana Penggelapan Secara Berlanjut”,
membahasa tentang tindak pidana penggelapan secara berlanjut dan
mengenai penerapan pemberatan hukuman dalam perkara tentang
berbarengan ataupun pengulangan.'> Persamaan dengan judul penulis
adalah sama-sama membahas tentang penggelapan. Perbedaannya adalah

skripsi ini lebih fokus membahas tentang penerapan majelis hakim terhadap

11 Andi Rahmiah Nanda, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi kasus
putusan No.05/Pid.B/2016/PN.Pin” Skripsi Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Makasar 2017.

12 Andik Kurniawan, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Mojokerto No. 358/Pid.B/2014/PN.Mjkt” Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum,
Universitas Sunan Ampel Surabaya 2018.
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pemberatan penggelapan secara berlanjut tentang putusan No.
358/Pid.B/2014/PN.Mjkt.

3. Skripsi karya Sri Awalin Sudesti pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan
Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi
Putusan No. 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)” membahas tentanga tindak pidana
pengelapan arisan online.!® Persamaan dengan judul penulis adalah sama-
sama membahas tentang penggelapan. Perbedaannya adalah skripsi ini
lebih fokus membahas tentang arisan online dan pertimbangan hakim yang

tentang putusan No. 1562/Pid.B/2015/PN.PIg.

E. Tujuan Penelitian
Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban
rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana akad sewa menyewa krembu yang di duga terdapat unsur
penggelapan di Desa Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui akad sewa menyewa krembu dalam kajian figih jinayah

di Desa Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo.

13 Sri Awalin Sudesti, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan
Online (Studi Putusan No. 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)” Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang 2018.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulis
berharap penelitian ini bermanfaat untuk :
1. Aspek Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam
memahami permasalahan hukum dan memahami penerapan penegakan
hukum penggelapan sewa.
2. Aspek Praktis
Dalam aspek praktis penelitian ini penulis berharap bermanfaat bagi
penulis untuk penambahan wawasan dan bermanfaat bagi para pembaca,
khususnya bagi yang berwenang dalam menerapkan penegakan hukum

tentang penggelapan sewa menyewa krembu.

G. Definisi Operasional
Dari judul skripsi penulis, ada beberapa istilah yang harus di
defisinikan adalah sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam adalah peraturan-peraturan hukum mengenai pidana
atau hukum yang memuat peraturan yang harus dilakukan dan larangan
bagi yang melanggar menurut pidana Islam.

2. Implementasi adalah sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu
yang menyebabkan dampak bagi sesuatu. Sesuatu tersebut di lakukan agar

timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
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peradilan serta kebijakan yang telah di buat oleh lembaga pemerintah
dalam kehidupan bernegara.

3. Pidana Penggelapan Merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan
menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa
sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih atau miliki,
menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Kasus penggelapan dalam
akad sewa menyewa krembu, krembu sendiri di pergunakan untuk tempat
ikan atau alat untuk mengangkut ikan di tambak di daerah Tambak

Cemandi Sedati Sidoarjo.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang
valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu
pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk
memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.'*
Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan dalam penelitian tersebut
diantaranya, sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah melakukan
penelitian langsung di lapangan (field research). Dimana data-data yang
akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan, wawancara atau

observasi langsung di lapangan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari

14 Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, ( Depok :
PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 3.
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beberapa tulisan, baik itu bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan data-
data dari arsip.
2. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan penelitian yang diambil oleh penulis membahas
tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Ps 372
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan
(Studi kasus terhadap dugaan penggelapan dalam akad sewa menyewa
krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo), maka data yang diperlukan
adalah :

a. Informasi dari masyarakat sekitar tentang terjadinya dugaan
penggelapan krembu.

b. Pendapat kepala desa tentang adanya penggelapan krembu dalam
akad sewa menyewa krembu di desa Tambak Cemandi Sedati
Sidoarjo.

c. Data mengenai penggelapan baik hukum umum atau sanksi pidana
dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.

d. Data berupa peraturan tentang penggelapan dalam pasal 372 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

e. Data tentang daerah Tambak Cemandi Sedati Siadoarjo.

3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data
primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data-data yang didapatkan

berasal dari pengamatan langsung di lapangan memelalui teknik
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wawancara (/nferview) yaitu proses memperoleh keterangan dengan tanya
jawab langsung antara koresponden (peneliti) dengan responden atau
informasi langsung dengan pihak yang bersangkutan atau pemilik krembu
bapak. Nasikhul Ibad dan dari kepala desa di Tambak Cemandi Sedati
Sidoarjo.

Selain itu juga berasal dari sumber-sumber sekunder yaitu data-data
atau literatus yang memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang
diteliti berdasarkan data atau sumber primer seperti halnya buku atau
karya ilmiah lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,
dan tujuan ini bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan
treatmentseperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisa dan dokter,
atau keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh
wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Namun
dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang bersifat ilmiah,
yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan

manusia serta pendapat-pendapat mereka. '3

15 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : PT. RIJEKA CIPTA, 2004 ), 95.
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b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah
pengambilan sumber data-data yang sudah dapat terkumpul.!® Pada
penelitian ini melakukan pengumpulan data untuk bahan analisis
melalui dokumen pribadi subjek penelitian atau cerita dari orang

lain.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang akan digunakan penulis untuk menganalisis data ialah
analisis kualitatif deskriptif, langkah ini peneliti harus mendeskripsikan
suatu objek atau fenomena dalam bentuk data atau gambar. Dalam
penulisan tehnik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif berisi
kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan

dukungan terhadap apa yang tersaji dalam penelitian.!’

Sistematika Pembahasan
Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan lebih jelas, maka penulis
membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :
Bab pertama yaitu pendahuluan, berisikan latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian
pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

16 Rianto adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004), 118.
17 Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Jawa Barat : CV Jejak, 2018),

11.
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Bab kedua yaitu merupakan landasan teori dan yang berkaitan dengan
judul penelitian yaitu Deskripsi kategori penggelapan dalam akad sewa
menyewa krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo, hukuman bagi pelaku
ingkar janji terhadap penyewa kerembu, penegakan hukum dalam perspektif
hukum pidana positif dan figih jinayah, meliputi penggelapan dalam akad
sewa menyewa krembu, macam-macam tindakan yang mengakibatkan
kerugian bagi pemilik krembu.

Bab ketiga yaitu berisi tentang deskripsi kasus penggelapan dalam
akad sewa menyewa krembu di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo. Pada bab
ini berisi tentang letak wilayah penelitian, keadaan ekonomi dan kerugian
yang di timbulkan dalam dugaan penggelapan sewa krembu.

Bab keempat yaitu analisis data dari penelitian lapangan adalah
analisis hukum pidana islam terhadap implementasi Ps 372 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban

permasalahan dan saran atau rekomendasi untuk menyelesaikan masalah.



BABII

PENGGELAPAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Deskripsi Kategori Penggelapan dalam akad sewa menyewa krembu di
Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo

Dalam kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di daerah
Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo, fakta yang ada di masyarakat bahwa
pelaku tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh perorangan atau
lebih mereka melakukan tindak pidana penggelapan pada saat menyewa
krembu dan pelaku memiliki motif tersendiri dalam melakukan
penggelapan sewa, setelah kedua belah pihak setuju maka melakukan
akad secara tertulis. Setelah pelaku membawa krembu dan di pergunakan
dengan semestinya, Perjanjian sewa menyewa atau akad sewa dilakukan
secara tertulis dan uang sewa di bayar terlebih dahulu atau di bayar di
muka, biasanya pemilik menyewakan krembu setiap sekali pemakaian
atau paling lama satu malam selama dalam proses panen. Sedangkan
untuk uang sewanya sendiri di bandrol dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh
ribu) perbijinya atau sekali pemakaian.

Dalam praktek sewa ini di melakukan dengan tertulis bahwa setelah
penyewaan selesai krembu harus di kembalikan kepemilik sehingga jelas
juga siapa yang menyewa, berapa biji dan tidak ada suatu hal yang bisa
melaporkan kepada yang berwenang, tetapi beberapa orang menyepelekan

itu sehingga banyak orang-orang yang mengingkari perjanjian yang telah

17
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di sepakati oleh pemilik dan penyewa. Banyak krembu yang di tinggalkan
di pinggir jalan dan terkadang tertinggal di tambak yang menyebabkan
sangat kesulitan untuk mencari dan harus keliling dari desa satu ke desa
yang lain, dari tambak satu ke tambak yang untuk mencari kembu yang
tidak di kembalikan oleh penyewa.

Menurut masyarakat di sekitar adanya penyewaan krembu sangat
membantu masyarakat karena harga yang terjangkau, meskipun sudah ada
perorangan yang memiliki krembu pribadi untuk di pergunakan ketika
mereka di panggil untuk bekerja ketika panen tambak, dan kebanyakan
masyarakat bekerja sebagai petani tambak atau buruh tambak, jika si
pemilik tambak panen maka mereka akan memanggil orang untuk
mengangkut hasil panen dengan sepeda motor atau dengan perahu dan di
angkut menggunakan krembu menuju desa lalu di sortir untuk di pilih
mana yang besar dan mana ikan yang kecil sebelum di setor ke pasar
induk oleh pemborong ikan dan di angkut kembali menuju ke luar kota

atau tempat pelalangan ikan.

B. Hukuman Ingkar Janji dalam akad sewa menyewa krembu di Tambak
Cemandi Sedati Sidoarjo menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP)

Dalam perjanjian sering dijumpai dengan pihak-pihak yang ingkar
janji. Para pihak tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang

telah disepakati sehingga dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi
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tersebut maka akan muncul dengan permasalahan hukum, bisa
diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan bisa diselesaikan ke ranah
pengadilan. Dalam praktek penegakkan hukum berkaitan dengan
perjanjian, seseorang merasa dirugikan langsung melaporkan kepada
kepolisian, jika dilaporkan ke kepolisian maka hal ini menjadi perkara
pidana bukan perkara perdata.

Ingkar janji yang artinya tidak terpenuhi semua ikatan dan
kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam
suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian
ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang,hak dan kewajiban
timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal
1320 KUHperdata, pada penyelesaian perkara ini melalui jalur hukum
pidana yakni pada pasal 378.

penggelapan sendiri adalah kejahatan yang hampir sama dengan
pencurian tetapi penggelapan ini pada waktu dimiliknya barang tersebut,
sudah ada di tangannya dan tidak dengan jalan kejahatan atau melawan
hukum. Hal ini di pertegas oleh perihal pengertian penggelapan bahwa
apabila suatu benda berada dalam kekuasaan manusia bukan karena
tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena
penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian
seorang yang di beri kepercayaan untuk menyimpan atau sebagainya itu

menguasai barang tersebut berarti mereka melakukan “penggelapan”.

1
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Dalam perkara ini menganut pada hukuman yang sudah diatur
dalam kitab undang-undang hukum pidana(KUHP) pada pasal 372 yang
berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum
memiliki suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan diancam karena penggelapannya dengan pidana
penjara paling lama empat tahun atau pidana pidana denda paling
banyak Sembilan ratus ribu rupiah”

Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh petani sudah sering
kali mendengarkan keluhan warga yang memiliki penyewaan krembu
karna banyak juga melihat krembu di pinggir jalan seperti tidak ada yang
memiliki, itu karna kecurangan penyewa ketika menyewa krembu dan
mengingkari perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, hal
itu yang menyebabkan kerugian bagi pemilik. Ada juga yang mengakui
krembu itu milik dia dengan menghilangkan tanda pemilik sewa di
krembu itu dan itu menyebabkan pemilik kesusahan untuk mencari
krembu. karna sudah sering terjadi tidak hanya satu atau dua kali saja tapi
sudah sering terjadi membuat kerugian besar bagi pemilik padahal uang
sewa sudah sangat rendah dengan harga Rp. 10.000 rupiah per bijinya
tetapi orang-orang tetap melakukan kecurangan itu. Tetapi pemilik

krembu ini tidak bisa melakukan hal apapun karna mereka adalah orang

! Tonngat, SH. M.Hum, Hukum Pidana Materil Edisi Revisii, UMM Press, (Malang:UMM Press,
2006). 57.
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awam yang tidak mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia
itu sebabnya mereka hanya menganggap itu “bukan rejeki” mereka itu
yang sering kali mereka ucapkan tentang usaha krembu yang mereka
jalani, jadi masyarakat disini kurang pengetahuannya mengenai masalah
hukum yang berlaku di Indonesia mereka menganggap hal spele dan kecil
harganya sehingga mereka lebih memilih dengan jalur kerelaan tanpa

menempuh jalur ke pengadilan.

C. Penggelapan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
1. Pengertian Penggelapan dalam Hukum Islam
Dalam hukum islam, beliau Abdul Qadir Audah menyatakan ada
dua macam “sarigah”dalam hukum pidana Islam, yaitu:?

a. Sarigah yang di ancam dengan hukuman Aad adapun sarigah yang di
ancam dengan hukuman Aad di bedakan menjadi dua yaitu, sirigah al
sughra dan siriqgah al kubra. Pencurian kecil adalah mengambil harta
manusia laiin dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian
besar ialah mengambil harta manusia lain dengan memaksa.
Pencurian besar ini disebut disebut hirabah (merampok/melakukan
gangguan keamanan.’

b.  Sarigah yang diancamkan hukuman ta’zirr Sedangkan dalam

pencurian yang di hukumi ¢a’zir ialah apapun bentuk pencurian yang

2 M. Nurul Irfan, Figh Jiinayah, (Jakarta: AMZ.AH, 2013),99
3 Dr. Ahsan Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Kharisma Iimu,
2007),77
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tidak terpenuhi syara’ dan rukunnya. Ada dua macam pencurian yang
mewajibkan jatuhnya hukuman ¢a ’zir. Pertama, setiap pencurian kecil
atau besar yang seharusnya dijatuhi hukuman Audud, tetapi syarat-
syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena ada syubhat. Misalnya,
mengambil harta anak sendiri atau harta milik bersama. Kedua,
mengambil harta manusia lain dengan terang-terangan atau
sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban. Yang
termasuk dalam jenis ini adalah 7kAtilas, gasab, dan merampas.
Mislanya, seseorang melepas dan meletakkan pakainnya disamping
dirinya lalu pencuri mengambil baju tersebut dan membawanya lari
dengan sepengetahuan korban. Tindak pidana ini termasuk pencurian
yang tidak mewajibkan hukuman Audud. Jadi, pelakunya tidak
dikenai hukuman potong tangan. Rasulullah SAW bersabda,
“Tidak ada potong tangan atas pencuri kain kafan (nabbasy),
manusia yang merampas, dan manusia yang berkhianat (menipu).”
Pengertian Penggelapan dalam hukum Islam sebenarnya tidak
mengatur secara jelas definisi dari penggelapan. Jumhuur ulama juga
berpendapat bahwa penggelapan bukanlah pencurian, melainkan
pencurian yang tidak memenuhi suatu ketentuan syarat dan rukun yang
sudah ada.
Dalam hukum islam sendiri, bentuk-bentuk pencurian tidak keluar

dari empat jenis ini (sarigah, ikhtilas, gasab, dan merampas). Para fukaha

4 Dr. Ahsan Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Kharisma Iimu,

2007),78
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biasanya menyebutnya sebagai pencurian tanpa membedakan antara
pencurian kecil dan pencurian besar. Ketika mereka berbicara tentang
pencurian dan hukumannya, yang dimaksud adalah pencurian kecil.
Mereka biasa menyebut pencurian besar (sarigah kubra) sebagai hirabah
(merampok) atau gat’u at-tarig (menyamun). Selain hal tersebut, mereka
menyebut hal-hal seperti merampas, gasab, dan JikhAtilas. Para ulama
menamakan perbuatan tersebut dengan 7ikhAtilas dengan sifat yang umum.
Jadi, pembahasan tentang pencurian pasti mencangkup rk#Atilas dan setiap
pencurian kecil yang tidak memenuhi syarat sebagai syaratnya dianggap
sebagai 7khtilas.
Perbedaan atara pencurian kecil dan 7ikhtilas dapat diringkas
sebagai berikut:
1. Hukuman mencuri adalah potong tangan, sedangkan hukuman 7khAtilas
adalah takzir.
2. Dalam pencurian, barang diambil secara sembunyi-sembunti,
sedangkan dalam 7kAtilas, barang diambilo secara terang-terangan.
3. Dalam pencurian, barang yang diambil diisyaratkan ditempat
penyimpanan. Hal ini tidak disyaratkan dalam 7kAti/as.
4. Dalam pencurian, kadar yang diambil harus mencapai nisab tertentu
sedangkan dalam 7khtilas, tidak disyaratkan demikian.
Dapat disimpulkan bahwa beberapa hukum 7khAtilas mirip dengan
tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Mesir yang dikenal dengan

nama janhah (kejahatan ringan/suatu tindak pidana yang diancamkan
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hukuman kurungan lebih dari satuminggu atau denda lebih dari seratus
piaster). Jika dalam beberapa kondisi terdapat perbedaan antara hukum
islam dan hukum konvensional. Contohnya, hukum konvensional
menganggap pemindahan harta curian sebagai ikhtilas, tetapi hukum
Islam memandangnya sebagai pengkhianatan terhadap amanah hukum
konvensional yang harus diikuti. Alasannya, ini adalah tindak pidana
takzir dan dilarang karena dilihat dari sisi caranya, yaitu unsur mencuri
atau mengkhianati amanah. Penguasa memiliki otoritas terbesar dalam
menetukan hukuman atas tindak pidana seperti hukuman atas tindak
pidana pencurian, ketetapan tersebut harus dipatuhi.

Jika hukuman yang diberikan hukum Islam dalam tindak pidana
pencurian dibandingkan dengan hukum pidana Mesir, akan didapati
bahwa hukum Islam dan hukum Mesir sama-sama memberikan hukuman
terhadap tindak pidana yang oleh hukum pidana Mesir dianggap sebagai
tindak pidana pencurian. Contohnya,hukum Islam menjatuhkan hukuman
atas manusia yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi
(pencurian kecil), manusia yang mengambil harta manusia lain di jalanan
umum secara paksa (pencurian besar atau perampokan), dan orang yang
mengambil harta orang lain secara terang-terangan dan tanpa kekerasan
(7khtilas). Dmikian juga hanya hukum pidana Mesir yang mengacamkan
hukuman terhadap pelaku 7khAtilas, baik yang dilakukan dengan atau tanpa
sepengetahuan korban. Jadi, ikhAtilas dakam bentuk apapun, baik

dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, selama
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tidak disertai dengan kerelaan korban dan dilakukan tanpa kekerasan,
tetap dianggap sebagai janhah.

Undang-undang Mesir juga menetapkan hukuman atas ikhtilas yang
dilakukan secara paksa maupun dengan memberi ancaman, baik dilakukan
di tempat-tempat umum maupun di tempat-tempat lainnya. Perbuatan-
perbuatan sejenis di anggap sebagai jinayat (tindak pidana yang
diancamkan hukuman mati, kerja berat seumur hidup, kerja berat
sementara atau penjara).

Penggelapan dalam istilah ilmu figh, diartikan sebagai penentangan
kepercayaan (jahidu wadi’ah, jahidu ‘ariyah).’ Jahidu wadi’ah adalah
menginkari barang yang dititpkannya. Jahadu ‘ariyah adalah
mengingkaran barang yang dipinjamkannya. Penggekapan adalah suatu
perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang tanpa disetujui oleh pihak
pemilik harta dengan tujuan memeliki harta tersebut, kemudian
mengalihkan harta tersebut kepada dirinta atau kepada manusia lain. Agar
bisa menguasai harta yang sudah diambilnya.

Penggelapan adalah harta benda manusia lain yang ingin di miliki
meskipun selain haknya tetapi berada dalam penguasaan dirinya.
Sedangkan penggelapan sendiri dalam hukum Islam disebut 7khAtil/as yaitu
tidak memenuhi kepercayaan orangg lain yang telah dititipkan kepadanya.

Hal ini juga dikembalikan dari sifat amanah orang, yaitu amanah adalah

> Hilman, Hukum Piuidana Syari’at Islam Menurut AdjaranAhlu Sunnah, (Jakarta: Bulan
Bintang,970),440.
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segala sesuatu yang akan dipercayakan atas nama manusia lain, berupa
perintah maupun larangan tentang urusan agama maupun dunia.®

Beliau juga menyatakan bahwa pada kasus penggelapan yang
berupa mengingkari barang pinjaman merupakan suatu hal yang sangat
meragukan, apakah itu termasuk mencuri atau tidak. Sebab itu, para
ulama berbeda pendapat mengenai hukuman ini. Jumhur mengatakan
bahwa manusia yang mengingkari perjanjian barang pinjaman tidak
dipotong tangan. Karena al-Qur’an dan hadist hanya mengaturkan
tentang hadpencurian.’

Ibnu Qayyim membantah hal ini di karena dalam kitab al-Raudah
dijelaskan bahwa, pengingkaran barang pinjaman tidak bisa dikategorikan
sebagai pencurian secara bahasa, maka termasuk pencurian secara sara’.
Sedangkan shara’ sendiri harus lebih didahulukan dari pada bahasa.
Selain itu, memasukkan pengingkaran barang pinjaman yang dalam
kategori pencurian sudah jelas sekali. Pinjam-meminjam suatu harta,
barang dan lain-lain adalah kebutuhan bagi manusia.?

Bahkan bila dalam keadaan daruratpun dan memaksa maka hal
pinjam-meminjam akan menjadi wajib, baikpun secara gratis maupun
menyewa. Dan tentu saja peminjaman ini tidak bisa disaksikan setiap
waktu. Selain itu, masalah pinjam-meminjam tidak ini dapat di elakan,

baik maupun secara adat maupun syara’ Dengan demikian, maka

& Sudarsono, Pokok-PokokHukum Islam, (Jakarta: Riineka Cipta, 1992),527.
7 Sayyyid Sabiq,Fikih Sunnag IX, (Bandung : PT Alma’ariif, 1984).219
& 1bid,220
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pengingkaran barang pinjaman ini tidak ada bedanya dengan pencurian.
Mengingkari barang pinjaman ini tidak bisa disamakan dengan
mengingkari barang yang titipankan. Karena masalah barang
pengingkaran yang di titipan ada unsur gegabah dari si penitip dalam
mencapai manusia yang di titipi.’
2. Pengertian Penggelapan Dalam Hukum Positif

Istilah penggelapan ini di pergunakan manusia untuk menyebut
jenis-jenis kejahatan yang sudah ada di dalam buku II Bab XXIV Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah terjemahan dari
“Verduistering” (Bahasa Belanda). Asumsi yang kuat menyatakan bahwa
“Verduistering” ke dalam Bahsa Indinesia yang diterjemahkan secara
harfiah dengan penggelapann. Bagi masyarakat Belanda sendiri di artikan
secara arti luas “Figurlijk” bukan di artikan seperti arti kata yang
sesungguhnya tetapi diartikan menjadi tidak terang atau gelap. Lebih
mendekati pengertian bahwa menyalahgunaan haknya sebagai penguasa
suatu benda (memiliki), mana hak yang tidak boleh melampaui dari
haknya sebagai seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menguasai
suatu benda tersebut bukan karena kejahatan.

Istiilah penggelan sendiri berasal dari kata “gelap” yang di miliki
arti tidak terang atau kalam, lalu di tambahkan dengan awalan “pe” yangf
menjadi kata penggelapan yang mengandungkan arti suatu perbuatan,

yaitu manusia yang melakukan perbuatan yang tidak terang-terangan

® 1bid,219.
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13

yang kemudian di tambah lagi dengan akhiran “an” dan menjadi
penggelapan. '”

Van Haeringen, seperti yang dikutip Laminating dan Djisman
Samosir dalam kamus hukumnya yang menjelaskan arti pada istilah
“verduistering” atau “penggelapan” iitu sebagai geheel donker maken”
ataupun sebagai “uitstralinc van licht beletten” yang artiinya “membuat
segala sesutu menajadi “gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar’.
Sementara Lamintang dan Djisman samosir mengartikan penggelapan
sebagai “penyalahgunaan hak” attau “ penyalahgunaan kepercayaan”.!!

Seperiti Van Haeringen, Lamintang dan Djasman Samosir, pakar
dari pidana R. Soesilo menyatakan bahwa penggelapan sendiri adalah
kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi penggelapan ini
pada waktu dimiliknya barang tersebut, sudah ada di tangannya dan tidak
dengan jalan kejahatan atau melawan hukum. Hal ini di pertegas oleh
Tongat perihal pengertiian penggelapan bahwa apabila suatu benda
berada dalam kesuasaan manusia bukan karena tindak pidana, tetapi
karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan,
perjanjian penetipan barang, dan sebagainya. Kemudian seorang yang di
beri kepercayaan untuk menyimpan atau sebagainya itu menguasai barang

tersebut berarti mereka melakukan “penggelapan”.!?

10 http://kbbi.web.id/penggelapan.htmldi akses 17 Maret 2020

11 amintang dan Djisma Samosir, Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Diitujuhkan Terhadap
Hak Miliik danlain-lain Hak yang timbul dari Hak Miliik), (Bandung: Tarsiito, 1979). 174-175.

12 Tonngat, SH. M.Hum, Hukum Pidana Materil Edisi Revisii, UMM Press, (Malang:UMM Press,
2006). 57.
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Hal tersebut juga dituangkan oleh Hoetomo istilah penggelapan ini
dalam konteks Bahasa hukum pidana maksudnya ialah penggelapan
terhadap barang, seperti penggelapan barang yang di titipkan,
menggelapkan barang pinjaman, menggelapkan barang sewaan, dan
sebagainya.!® Disampiing itu “barang” di artikan juga semua benda yang
berwujud seperti uang, baju, perhiasaan, dan sebagainya, termasuk pula
binatang, dan benda yang tidak berwujud pun seperti aliiran listrik yang
disalurkan melalui pipa listrik. Selain benda-benda yang bernilai uang
pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asalkan
bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Tindak Pidana Penggelapan dapat di golongkan menjadi beberapa jenis
golongan, yaitu :

1. Pengggelapan dalam bentuk pokok sengaja
Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Ps 372
KUHP yaitu kejahatan yang diilakukan seseorang yang dengan
disengaja menguasaii secara melawan hukum suatu benda yang
seluruhnya atau sebagian benda merupakan kepunyaannya manusia
lain.'* Namun manusia tersebut dalam mendapatkan barang di
dalam kekuasaaannya bukan karena kejahatan.

2. Penggelapan ringan

13 Hoetomo. KamusLengkap Bahasa Indonesiia, (Surabaya : Miitra Pelajar, 2005). 239
14 Andi Hammzah, Azas-Azas Hukuum Pidana EdisiRevisi, (Jakarta : Riineka Cipta, 1994). 41.
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Kejahatan penggelapan ringan ini seperti diterangkan dalam
Ps 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu suau
kejahatan penggelapan yang di lakukan oleh seseorang yang mana
penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya yang tidak
lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.'> Mengapa disebutkan
bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu
diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan,
sehingga ternak dianggap barang khusus.

Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga
“gequalifierde verduistering” tersebut diatur dalam Pasal 374
KUHP.! Menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan
adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai
suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau
karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa
penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang
dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah
dititipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus
harta benda manusia lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan
mengurus benda amal atau yayasan.

Penggelapan sebagai delik aduan

15 Ibid. 42.
16 |Ibid. 42.
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Kejahatan penggelapan sebagai delik aduan ini tersimpul
dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2)
KUHP."” Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang
mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau
membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota
keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat
ditutut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada
atau terdapat pengaduan dari pihak-piihak yang telah dirugikan

karena kejahtan penggelapan.

. Penggelapan oleh pegawaii negeri karena jabatannya

Jenis-jenis kejahatan penggelapan inii tidak di atur dalam
Buku II Bab XXIV KUHP melaiinkan dalam Bab XXVIII yang
mengatur mengenai apa yang di maksud “ambtsmisdrijvrn” atau
kejahatan jabatan. Penggelapan yang dialukan oleh seorang
pegawaii negeri ini dalam masa jabatannya disebut penggelapan
jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini di atur
dalam Ps 415 dan Ps 417 KUHP yang mengatur tentang seorang
pegawai negeri yang kaarena jabatanya wuang atau Kkertas
berhargapun yang dalam jabatannya menguasai benda tersebut
membiarkan di ambil atau di gelapkan oleh manusia lain.'®

Dari penjelasan yang di maksud dapat di pahami bahwa

penggelapan ialah perbuatan mengambil, menyimpan harta yang di

7 Ibid. 43.
18 |bid,. 44-46
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milik manusia lain secara sembunyi-sembunyi dan bermakud
menguasai harta milik manusia lain dalam kekuasaanya,
mwnghilangkan atau tidak mengakui barang itu berasal dari
manusia laiin atau manusia yang di titipkan. Tujuannya
mengambil, menyimpan,dan menghiilangkan adalah ingiin
menguasai barang atau sesuatu yang bukan merupakan suatu
haknya (milik manusia lain) menjadi haknya secara mutllak.
Sehingga barang atau sesuatu itu tidak akan dapat dikembalikan

kepada pemiliknya lagi.

D. Dasar Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana dalam figih Islam di sebut dengan figih jinayah yaitu
hukum yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan yang berkaitan
dengan kejahatan-kejahatan manusia dengan manusia yang lainnya atau
benda yang merupakan bukan milik manusia itu sendiri. Dalam kitab
klasiik, pembahasan mengenaii jinayah dikhususkan pada perbuatan dosa
yang dimana objeknya adalah badan dan jiwa. Para ulama
kontemporerpun menghipunnya menjadi satu mulainya dari semua
kejahatan dan pelanggaran yang objeknya sendiri adalah badan, jiwa,

kehormatan, harta benda, negara, nama baik, lingkungan hidup, dan
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tatanan hiidup, semua itu dihiimpun dalam figih jinayah atau hukum
piidana Islam."

Pada hukum Islam ada istilah laiin dari jinayah yaitu jarimah. Pada
dasar nya, kata jarimah berarti perbuatan buruk, jelek dan dosa seseorang.
Secara harfiiah kata jarimah saama dengan jinayah yaitu larangannya
syara’ apabila dikerjakan dan diancam oleh Allah dengan hukumannya
had atau ta’zir. Jarimah biiasanya diterapkan dalam perbuatan dosa
seperti halnya mencuri, membunuh, pemerkosaan dan sebagainya. Semua
perbuatan dosa itu tersebut disebut dengan jarimah dan dirangkaikan
dengan siifat perbuatannya, seperti jarimah pencurian, jarimah
pembunuhan, jarimah pemerkosaan.?’

1. Unsur Jarimah

Dikatakannya perbuatan pidana atau yang di sebut jarimah
apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-
unsurnya. Pada hukum pidana Islam, unsur-unsur tersebut dibagi
menjadi 3 unsur yaitu, unsur-unsur formal, unsur materil dan unsur

morral.?! Berikut adalah penjelasannya:
a. Unsur formal ialah perbuatan tindak pidana yang dilakukan
ada di dalam ketentuan undang-undang atau nass yang sudah

ada. Artinya, perbuatan tersebut sudah pasti dilarang oleh

nass atau undang-undang yang berlaku dan apabila hal itu

19 Mustofa Hasandan Beni Ahmad Saebani, HukumPidana Islam Figh Jinayah (Bandung : CV
Pussaka Setia, 2013),17.

20 |bid, 19.

21 Sahiid, EpistimologiHukum Pidana Islam, (Surabaya : Pusttaka Idea, 2015),11.
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dilakukan akan terkena hukuman. Misalnya, ketentuan
hukuman bagi pencuri yang telah ditetapkan dalam al-
Qur’an surat al-Maidah ayat 38 dengan hukuman yaitudi
potong tangannya.?? Dalam hukum pidana positif sendiri hal
ini disebut dengan asas legalitas yaitu suatau perbuatan yang
tidak dilarang tidak diancam pidana apabila tidak ada
ketentuan atau suatu peraturan yang mengaturnya terlebih
dahulu.?? Kaidah tentang hal ini adalah:

“Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada
hukuman sebelum adanya nass)”**

b. Unsur materil yaitu perbuatan melawan hukum pidana yang
benar-benar sudah dilakukan. Misalnya, dikatakan pencurian
apabila perbuatan yang apabila dilakukan berupa
memindahkan atau  mengambil barang yang di milik
manusia lain. Dalam hukum positif sendiri, perilaku tersebut
adalah perilaku yang sudah bersifat melawan hukum atau
biasa disebut dengan unsur objektif.

c. Unsur moral ialah unsur yang menyangkut pertanggung

jawaban pidana pada diri pelaku. Pertanggung jawabana

pidana dapat diberikan pada seorang mukhallaf yaitu manusia

22 |bid., 12
2 Moelljatno, Asas-asas HukumPidana (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 27

24 Jaih Mubarok dan EncengArif Faizal, Kaidah FighJinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam )
(Banndung ; Puistaka Bani Quraiisy, 2004), 40.
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yang sudah agi/ dan baligh. Dengan demikian, jika yang
melakukan adalah manusia yang sedang gila atau masih di
bawah umur, maka dia tidak dikenakan hukuman apapun,
karena manusia tersebut tidak dapat dibebani pertanggung
jawaban.

2. Pembagian Jarimah
Jarimah dibagi menjadi beberapa macam yang berdasarkan berat
dan ringannya hukuman, baik yang sudah ditegaskan atai tidaknya
dalam al-Qur’an dan hadits. Ulama membagi jarimah sendiri menjadi

tiga macam yaitu :

a. Jarimah hudud

Hudud adalah perbentukan jamak dari kata Aad. Menurut
bahasa sendiri, Aad berarti cegahan. Hukuman yang akan
diberikan kepada pelaku dimaksudkan untuk mencegah pelaku
tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan.
Menurut istilah syara’, had adallah pemberian hukuman yang
merupakan sudah hak Allah SWT. Dalam jurisprodensil Islam,
kata Audud dibatasi pada hukuman yang atas tindak pidana
yang sudah tercantum dalam a/-Qur’an dan al-Sunnah. Pada
hakikatnya sendiri jarimah hudud adalah suatu hukuman yang

sudah tidak dapat dihapuskan lagi sebagai perbuatan melanggar
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hukum yang jenis dan hukumannya yang sudah ditentukan oleh
nass yaitu hukuuman Aad (hak Allah) dengan jumlah terbatas.?’

Jarimah yang menjadi hak Allah pada dasarnya adalah
merupakan jarimah yang sudah menyangkut masyarakat banyak
adalah dengan tujuan menjaga kepentingan, keamanan dan
ketentraman dalam masyarakat. Hakim yang dalam
menjatuhkan hukuman yang harus sesuai dengan ketentuan
syara’ dan tidak berijtihat dalam menetukan suatu hukuman.
Para ulama sudah sepakat bahwa yang masuk dalam kategorii
Jjariimah hudud yaitu zina, menuduh ziina (gadz{), mencuri,
merampok (hifrabah), pemberontak (bughat), minum-minuman
keras dan murtad.?®

Jarimah qisas

Qisas adalah dalam hadis tersebut dengan kata gawad,
maksudnya adalah seumpamaan atau semisal. Artinya, akibat
atau balasan yang sudah di terima pelaku akan sama dengan apa
yang dialami oleh korban itu sendiri. Abdul Qadir Audah
mendefinisiikan gisas sebagai pembalasan yang seiimbang
terhadap pelaku tiindak pidana dengan apa yang telah diperbuat

oleh pelaku terhadap korban itu sendiri.?’

2> Mustofa Hasan danBeni Ahmafd Saeban, Hukum Pidana........, 47.

% 1bid.,47
7 1bid.,577
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Hukuman yang paling berat adalah pada jarimah gisas
yaitu hukuman mati pada pelaku pembunuhan yang sengaja ini
tidak bersifat mutlak karena dallam jarimah gisas apabila wali
korban memaafkan akan diganti dengan diyah atau denda 100
(seratus) ekor unta. Pada hukum pidana Islam diyah merupakan
hukuman pengganti.?®

Jarimah gqisas juga telah ditentukan jenis dan beratnya
hukuman dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Akan tetaqpi, pada
Jjarimah qisas terdapat hak adam schinggga membuka
kesempatan kepada korban, wali, atau ahlli waris korban untuk
memberikan pengampunan. Jika korban, wali, atau ahli wariis
korban memberi pengampunan, maka hukuman akan digant
dengan diyat. Apabiila pelaku tidak dapat membayar diyah dan
korban atau walinya memaaafkan, maka hukman yang sudah
ditentukan oleh hakim dengan tujuan sebagai pembelajaran bagi
pelaku.?

Jarimah Ta’zir

Ta’zir merupakan bentuk jarimah yang kadar dan jeniis
hukuman ditentukan oleh penguasa. Pada jarimah hudud, gisas
dan diyat kadar dan jeniis hukuman telath ditentukan oleh
syara’ sedangkan pada jarimah ta’zir kadan dan jenis hukuman

yang menetukan adalah penguasa atau hakiim. Hukum pidana

28 1bid.,577
» 1bid.,579
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Islam pada jarimah ta’zir hanya menyebutkan bentuk-brntuk
hukuman darii yang berat samapu hukumannya yang ringan.
Hakim dalam memberikan hukuman pada jarimah dan keadaan
pelakunya.°

Jarimah ta’zir ditunjukan untuk menghilangkan sifat-sifat
menganggu ketertiban atau kepentiingan umum, yang bermuara
pada kemaslahatan umum. Jarimah ta’zir terbagi menjadi dua
bagian yaitu:?!

1) Jarimah ta’zir yang menjadi wewenang ullil amri yang
merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan
bersama.

2) Jarimah ta’zir yang sudah ditentukan oleh syara’, yaitu
dianggap jarimah sejak diturunkan syari’at Islam sehingga
akhir zaman.

Berdasarkan pelanggarannya, jarimah ta’zir dibagi menjadi tujuh
yaitu:
1) Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya:
a) Perbuatan melanggar kesusilaan
b) Perbuatan melanggar kesopanan

c) Perbuatan yang berhubungan dengan suami istri

%0 1bid.,593
31 1bid.,594
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d) Penculikan.

2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya:

a) Tuduhan palsu

b) Pencemaran nama baik

¢) Penghinaan, celaan atau hujatan.’

3) Perbuatan dapat merusak akal, diantaranya:

a) Menjual, membeli, mengedarkan, menyiimpan,
membuat, atau mempromosikan suatu benda yang
dapat merusak akal seperti khamar, narkotika,
pskotropika dan sejenisnya

b) Menjual bahan-bahan dengan maksud untuk digunakan
membuat sesuatu yang dapat memabukkan dan
merusak akal manusia seperti anggur, gandum dan
sejenisnya.>*

4) Pelanggaran yang terhadap harta, diantaranya:

a) Penipuan dalam jual belii (muamalah)

b) Kecurangan dallam berdagang

¢) Meminjam tanpa seizin pemilik (ghasab)

d) Pengkhianatan terhadap amanah harta.’

5) Gangguan terhadap keamanan, diiantaranya:

32 Asadulloh Al Faruk, Hukkum Pidana DalamSistem Hukum Islam (Jakarta : Ghaliia Indonesia,
2009). 56.

33 |biid.,56.

34 |bid., 56.

3 Ibid.
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a) Sesuatu yang dapat menganggu kemanan manusia laiin
selama dalam jarimah hudud dan jarimah gisas
b) Menakut-nakuti manusia lain, mengancam atau
menteror
c) Penyalagunaan terhadap kekuasaan atau jabatan untuk
dirinya sendiri serta yang merugikan orang lain.3¢
6) Pelanggaran  terhadap keamana negara (subversi),
dianataranya:
a) Makar yang tidak melalui pemberontakan
b) Mata-mata
¢) Membocorkan rahasia negara.’’
7) Pelanggaran yang berhubungan dengan agama, diantaranta:
a) Menyebarkan ideologi yang mengandung pemikiran
kufur
b) Mencelah salah satu dari risalah Islam, baik langsung
melalui lisan maupun tulisan.
c) Pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti
meninggalkan sholat, terlambat atau tidak membayar
zakat, berbuka puasasebelum waktunya tanpa adanya

udzur.3®

% 1bid.
37 1bid.
% 1bid., 57.
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Jarimah ta’zir tidak terbatas pada pelanggaran diatas

karena jarimah ta’zir sangat luas dan sangat elastis, sehingga

segala perbuatan apaun yang diilarang dan melanggar hak

Allah, hak perseorangan dan penguasa (di luar Audud dan

jinayat) maka hal itu masuk dalam kategori jarimah ta’zir.”°

Ruang lingkup dan pembagiannya jarimah ta’zir menurut

Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya Figh Jinayah

terbagi menjadi empat yaitu:

1.

Jarimah hudud atau jarimah qisas-diyah yang terdapat
syubhat, maka akan dialihkannya ke dalam sanksi
ta’zir, sepertii manusia tua yang mencurii harta
anaknya sendiri dan manusia tua yang membunuh
anaknya sendiri.

Jarimah hudud atau jarimah qisas-diyah yang tidak
memenuhii syarat akan dijatuhi sanksi ta’zir.
Contohnya percobaan pembunuhan, percobaan zina,
dan percobaan pencurian.

Jarimah yang diitentukan al-qur’an dan hadist, tetapi
tidak ditentukannya sanksi seperti tidak melaksanakan
amanah yang dititpkan, saksi palsu, penghinaan,

pembalakan liar dan suap-menyuap.

39 1bid.
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4.  Jarimah yang ditentukan oleh wlil amri untuk
kemaslahatan umatnya, seperti pencopetan, penipuan,
pornokasi dan pornografi, pembajakan, penyelundupan,
money launderiing dan human trafficking.*’

Pada jarimah ta’zir dikenal hukumannya tertinggi dan
hukuman terendah. Jenis hukuman ¢a’zir sangat bervariasi,
diantaranya ialah sebagai berikut:

a) Hukuman mati

Hukuman pada jarimah ta’zir bertujuan memberikan
pelajaran bagi yang melakukan agar tidak mengulangi lagi
perbuatan maksiat yang dilakukan oleh pelaku. Sebagian
ulama juga menganggap jarimah ta’zir tidak sampai pada
hukum mati, tetapi ada beberapa ulama yang memberikan
pengecualian bahwa di perbolehkan hukum mati apabila
kepentingan umum yang menghendaki demikian atau jika
pemberantasan tidak dapat dilakukan kembali kecuali
dengan hukuman mati, seperti mata-mata, pembuat fitnah,
resiidivis yang membahayakan.*!

b) Hukuman penjara atau kurungan

Hukuman pidana Isloam membagii dua macam
hukuman penjara atau kurungan yang berdasarkan lama

waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara dibatasi

40 M. Nurul Irfaan dan Mayrofah, FighJinayah (Jakarta : Sinar Grafiika, 2014) 143.
41 Mustofa Hassan dan BeniSaebani, Hukum Pidana.....,78
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dengan batasan hukuman minimal satu hari dan untuk
batas maksimum atau tertinggi menurut ulama Syafi’iyyah
menetapkan batas tertiingginya satu tahun disamakan
dengan pengasiingan dalam jarimah zina. Ulama lain
menyerahkan ke seluruhnya kepada penguasa berdasarkan
kemaslahatan.*?

Kedua, hukum penjara tidak terbatas. Artinya, waktu
yang tidak terbatas, berlangsung hingga terhukum mati
atau apabila pelaku bertobat dengan sungguh dan tidak
mengulangi perbuatan itu lagu sehingga menjadi pribadi
yang baik dari yang sebelumnya. Manusia yang di kenakan
hukuman ini yaitu penjahat yang sangat berbahaya atau
manusia yang berulang kali melakukan jarimah yang
berbahaya.*

Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya

Batas tertinggi pada hukuman jiliid dikalangan ahli
hukum memiiliki perbedaan. Menurut pendapat yang
terkenal di kalangan Maliki, batas tertiinggi di serahkan
kepada penguasa sepenuhnya. Abu Yusuf berpendapat
bahwa batas tertiinggi adalah 75 kalli sedangkan Imam

Abu Hanifa berpendapat tertinggi 39 kalli.**

42 1bid.,79
“ 1bid.
4 1bid.,78
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d) Hukuman pengucilan

Islam mensyariiatkan hukuman penguciilan ini seperti
yang di lakukan pada masa Rasulullah SAW yang pernah
melakukan hukuman pengucilan ini pada tiga manusia
karena mereka tidak ikut serta Perang Tabuk. TS8iga
manusia tersebut adalah Ka’ab bin Malik, Miroroh bin
Rubai’ah dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikecualikan
selama lima pulluh hari dan tanpa diajak bicara oleh

siapapun.®’

e) Hukuman denda yang berupa harta

Hukuman ini berupa membayar denda yang telah di
teintukan kadarnya oleh sang penguasa atau hakim.
Rasulullah SAW. Menyattakan bahwa manusia yang
membawa sesuatu barang keluar, maka baginya diikenakan
denda sebanyak dua kalli bagi seseorang yang
menyembunyikan barang yang hilang.*®

Tujuan yang diberlakukannya ini adalah hukum ta’zir
adalah untuk memberikan efek jera kepada si pelaku
sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain

itu juga terdapat beberapa tujuan lain yaitu:*’

% 1bid.,80
“ bid.

47 M. Nurul Irfan dan Mayrofah, Figh Jinayah....142
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a) Pencegahan (preventif). Pencegahan dengan tujjuan
agar manusia laiin tidak melakukan jarimah
b) Membuat si pelaku jera (represif). Hukuman yang
diberikan diharapkan membuat pelaku jera atas
perbuatan yang sudah dilakukan.
c¢) Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai
pembelajaran bahwa perbuatan tersebut merupakan
perbuatan kejahatan dan tercela, sehingga dapat
merubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih
baik.
2. Dasar Hukum Pidana Positif
Menurut Buku I Bab XXIV Kitab undang-Undang Hukum Pidana,
bentuk pidan yang dapat dikenakan kepada pelaku Penggelapan adalah
Pidana Penjara dan Denda.*® Tergantung bobot dan kualifikasi
Penggelapan yang dilakukan. Ancaman pidana penjara bervariasi yang
dikenakan kepada pelaku Penggelapan mulai dari pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) bulan penjara, paling lama 6 (enam) tahun penjara,
ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling
sedikit Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sampai pidana denda Rp.
900,- (sembilan ratus rupiah).
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku

Penggelapan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau

48 Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, (Jakarta : Alumni, 1983). 163
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pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).
Selanjutnya pada Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku
Penggelapan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Ketentuan tentang ancaman pdana sebagaimana ditentukan dalam
Pasal-Pasal 372, 373, 374, 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pdana
tidak berlaku bagi pegawai negeri karena jabatannya. Karena jens
penggelapan pegawai negeri karena jabatannya tidak di atur dalam Buku
IT Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVII KUHP.

Penetapan sanksi bagi pelaku kejahatan penggelapan yang
dilakukan seseorang dapat di tentukan dari golongan penggelapan yang
dilakukannya. Karena, dari penggoloongan tersebut dapat diketahui
apakah termasuk penggelapan ringan, berat, atau atas jabatan ataupun
sebagau deliik. Hal tersebut sangat mempengaruhi hukuman yang akan di

sanksikan kepadanya.

E. Sewa Menyewa Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
1. Pengertian Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam
Sewa menyewa dalam bahasa araab ialah Al-Ijarah yang berasal dari
kata al-Ajru yang berarti al-‘iwadhu (ganti). Menurut pengertian syara’,
al ijarah ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfat dengan jalan

penggantian”.*® Tjarah merpakan suatu transaksi yang sangat lazim

49 Sayyid Sabig, Fikih Sunnnah, (Bandung : PT. Ma’ariif, 1995). 15.
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digunakan untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam
waktu tertentu.

Al-ijarah atau sewa menyewa juga dapat dikatakan sebagai ikatan
perjanjian antara dua manusia tentang barang produktif, untuk
dimanfatkan oleh pihak penyewa dengan memberikan imbalan yang layak
pada si pemilik barang.>

Menurut Sayyid Sabiq, dalam Figh sunnah mendifinisikan J7jarah
adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian.’!

Al [jarah ialah akad pemndahan hak guna atas barang atau jasa,
melalui pembayaran upah sewa, tanpa di kuti dengan pemindahan
kepemilikan (ownership/ milkiyah) atas barang itu sendiri.’> Maksud
“manfaat” ialah berguna, yaitu barang yang mempunyai sangat banyak
manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami
perubahan ataupun musnah. Manfaat yang diiambil tidak berbentuk
zatnya melainkan sifatnya dan di

bayar sewa misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa mobil
disewa untuk perjalanan.>>Dengan demikian fjarah itu adalah akad yang

menyerwakan disebut mu ajjir, sedang manusia yang menyewa disebut

50 Abu Bakar Jabir El-Jazari, Pola-Pola Hidup Musim, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2004).

66.

>1 1bid,. 15.

2 M Syafi’i Antonio, BankSyari’ah Dari Teori ke Praktiik, (Jakarta : Gema Insanii, 2001). 117.

> Tim Asbiisindo, et al. Standar Operasional Produk BPR Syari’ah PenghimpunanDana
Penyaluran Dana, 1999, Penyalluran dana I11. 48
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mustajir dan uang sewa atas imbalan pemakaian manfaat barang disebut
dengan ujrah.

Dari pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan sewa
menyewa itu adalah pengambilan manfat suatu benda, jadi dalam hal ini
bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan sewa menyewa yang
berpiindah hanyalah manfaat daru benda yang di sewakan itu. Dalam hal
ini dapat berupa manfat barang seperti ; kendaraan, rumah, manfaaat
karya seperti; pemusik, manfaat jasa karena keahlian.

1. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa
ljarah atau sewa menyewa dalam Islam diianggap sah apabila
memennuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun /Jjarah ialah
sebagaimana yang suda termaktub dalam jual beli, anatara lain:
a. Rukun sewa-menyewa
Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, bahwa rkun J7jarah
hanya satu, yaitu iijab dan qabul saja (ungkapan
menyeraghkan dan perrsetujuan sewa-menyewa).>*
Adapun jumhur ulama berpndapat, sewa menyewa (ijarah)
sebagaimana perjanjian jual beli ialah merupakan perbuatan
hkum, karena itu harus terpenuhii rukun syarat sah nya sewa-

menyewa, antara lain:

% M. Ali Hasan, BerbagaiMacam Transaksi dalamislam FighMuamalat, (Jakarta: PT. Raja
GrafindoPersada, 2003). 231
55 Moh. Saifullah Al Aziz, Figih Islam, (Surabaya: Tertib Terang, 2005). 378-379
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b. Manusia yang menyewa dan yang menyewakan ialah merupakan
manusia yang berakal sesai kehendak diri sendiri, bukan karna
paksaan dan sudah baligh.

c. Disyaratkan keadaan sewa diktahui jenisnya, kadarnya dan sifat
nya. Misalnya: menyewa rumah harus jelas benar besarnya,
letaknya, lama persoalannya, besar ongkoisnya sewaannya dan
sebagainya.

d. Adanya ijab dan gabul, syarat-syaratnya:

1) Tidak ada membatas/memisahkan yang menyatakan
ijab, atau sebalikinya.

2) Tidak disela oleh kata-kata lain

3) Tidak berta’liq, yaitu seperti kata yang menyewakan

4) Menyebutkan masa/waktu yang sudah ditentukan.

e. Keadaan yang manfaat dapat diiberikan oleh orang yang
menyewakan

f. Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti beberapa
panjangnya, luasnya dan begitu seterusnya.

2. Syarat sewa-menyewa

Dan untuk sahnya perjanjian ijarah itu memerlukan beberapa
syarat, adapun syarat-syarat tersebut ialah:

a. Kedua pihak yang berakadharuslah baligh dan sudah berakal.

Jika salah satu yang berakaf itu tidak berakal atau anak kecil

yang belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, maka
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akadnya yang dilakukan itu tidak sah. Syafi’iyah dan Hanabilllah
berpendapat bahwa kedua pihak haruslah mencapai usia dewasa
(baligh), menurut mereka tidak sah akad yang dilakukan oleh
anak-anak meskipun mereka dapat membedakan yang baik dan
yang buruk (mumayyis).>®
a) Saling merelakan antara pihak-pihak yang berakad
Saling meelakan antara pihak yang sedang berakad,
apabila salah satu pihak dalam keadaan dipaksa menyewakan
barangnya, maka akad sewa-menyewa itu tidak sah, hal ini

berdasarkan fiman Allah, surat an-Nisa ayat 29:

SIS dﬁ) ) Jlftfjb. g Kigal \,’[’f‘\:y 15T 2,00 G g
{SvuLﬁU\u\ et e Yﬁcrg‘“uﬂ““

Artinya : Hai manusia-manusia yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. >’

b) Barang atau suatu benda itu dapat diserahkan baik secara

langsung maupun hukum.

6 Hamzah Yaqub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung : C.V. Diponegoro, 1998). 320
57 Mshaf Fam bi Syauqin,Al-Qur’an dan Terjemah,(Tanggerang:Forum Pelayanan Al-Qur’an 2013),

An-Nisa ayat 29
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Yang dimaksud barang itu dapat diserah-terimakan baik
secara langsung atau tidak ialah dengan barang yang
memang secara wujud dhzat yang dapat dipindahkan, maka
tidak sah jika yang di sewakan adalah binatang buron dan
tidak sah pula jika bintanag itu lumpuh, karena tidak
binatang itu tidak dapat membuat kegunaan yang menjadi
obyek dari akad ini. Sesungguhnya tidak ada dalil naqli yang
terperinci yang menjelaskan  mengenai hal itu, namun
perumusan para Fuqaha’ adalah logis, berdasarkan pada
kenyataan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan
persetujuan.®

c) Kemanfaatanya adalah perkara yang mubah

Kemanfaatan yang dimaksud adalah kemanfaatan yang
tidak ada larangan dalam syara’, oleh karena itu tidak sah
menyewakan tenaga (manusia) dalam hal kemaksiatan,
karena maksiat wajib ditinggalkan. Manusia yang menyewa
seseorang untuk membunuh secara aniaya, atau memberi
bayaran kepada tukang ramal, hal ini menjadikan Jjjarah
fasid, karena upah yangf diberikan ialah penggantian dari
perbuatan yang diharamkan ke dalam kategori memakan
uang manusia dengan bathil, karena hal itu tidak sesuai

dengan syara’ yang ada.

%8 SayyidSabig, FighSunnah, terj. H. KamaludinA. Marzuki, “Figh Sunnah 12”, (Bandung :
PustakaPercetakan Offset, t.th) 70
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Manfaat barang atau jasa itu harus dikenali secara
spesifik dan sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah
(ketidak jelasan) yang dapat mengakibatkan sengketa.>
Spesifikasi manfaaat harus dinyatakan dengan sangat jelas,
termasuk jangka waktu yang sudah di tentukan. Persyaratan
ini sudah dikemukakan oleh fuqaha berlandasakan kepada
maslahat, karena tidak sedikitpun terjadi pertengkaran
akibat dari sesuatu hal yang samar.

Perjanjian sewa-menyewa barang yang
kemanfaaatannya tidak di perbolehkan oleh hukum agama
tidak sah dan hal itu wajib untuk dibatalkan. Misalnya, sewa
menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi
atau tempat perjudian, tidak boleh mengaji tukang sihir,
tidak boleh menyewa manusia untuk di suruh membunuh
seseoraang (pembunuhan bayaran).®

Berbeda, pendapat ulama Mazhab Malikiyah dan
Syafi’iyah, bahwa seseorang boleh menerima gaji ketika
mengajar al-Qur’an, karena mengajarkan hal tersebut
merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia.é!

d) Upah atau imbalan yang harus diberikan berbentuk harta

yang mempunyai nilai jelas dan diketahui baik oleh yang

59 1bid,. 200

60 Suhwardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000). 146

61 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Figh Muamalat, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003). 234
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menyaksikan sendiri atau dengan menginformasikan ciri-
cirinya.
3. Sifat Akad dan Macam-macam Sewa Menyewa

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian laiinya merupakan
perjanjiian yang bersifat konsensual, perjanjiian ini juga
mempunyai kekuatan hukum yang kuat yaitu pada saat sewa-
menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan (mu ajjir)
wajib untuk menyerahkan barang (ma’jur) kepada pihak si
penyewa (musta’jur) dan dengan di serahkannya manfaat barang
atau benda maka pihak penyewa juga berkewajiban untuk

menyerahkan uang sewanya kepada pemilik.®

2.Pengertian Sewa-Menyewa dalam Hukum Pidana Positif

A. Peristilahan dan makna kontrak dan perjanjian

Dalam praktek istilah kontrak atau perjanjian terkadang sangat
susah di pahami secara rancu banyak pelaku biisnis mencampur
adukkan kedua istilah tersebut seolah pengettian yang sangat berbeda.
Burgerlijk Wetboek menggunakan istillah overeenkomst dan contract
untuk pengertiian yang sama. Hala ini sudah jelas dapat di simak dari
judul buku III tiitel kedua Tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari

kontrak atau perjanjian” yang dalam bahas asli nya (bahasa Belanda)

62 1bid,. 234
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yaitu : “Van venbintenisen die uit contract of ofereen coms geboren
worden”. %

Peter Mahmud Marzuki memeberikan berargumentasi kritis
mengenai kegunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan
banding terhadap pengertian kontrak atau perjanjiian dalam sistem
Anglo-American. Sistematka buku III tentang Venbintenisenrech
(hukum perikatan) mengaku mengenai dengan Overencoms yang kalau
di terjemahkan didalam bahasa Indonesia adalah perjanjian. istilah
kontrak merupakan terjemahan dari bahasa inggris Contract. Di dalam
konsep kontinental sendiri, penepatan peraturan perjanjian pada buku
III BW Indonesia tentang hukum pwerikatan mengindikasiikan bahwa
perjanjian memangang berkaitan dengan masalah harta kekayaan
(Vermogen). Pengertian perjanjian ini mirip dengan Contract pada
konsep Anglo-American yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam
pola pikir Anglo-American perjanjian yang bahasa Belanda nya
Overencoms dalam bahasa Inggris disebut Agremeent yang
memepunyai pengetahuan yang lebih luas dari Contract. Karna
mencangkup hal-hal yang berkaitan dengan bsitnis atau bukan bisnis.
Untuk Agrement yang berkaitan dengan bisnis di sebut Contract,
sedangkan untuk yang tidak terkait dengan bsinis hanya di sebut

Agrement.%

63

Agus

Yudha  Hermoko, HukumPerjanjian ~ Asas  Poporsionalitas  dalam

KontrakKomersial,(Jakarta: Prenada Mediia Group, 2014), hal 13
& bid., hal 14-15.
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Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjan (atau disebut juga
sebagai persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan maana satu orang
atau lebiih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga
sangat luas tidak lengkap karna hanya menyebutkan persetujuan
sepihak saja. Sangat luas karna dengan digunakannya perkataan
“perbuatan tercakup juga” tercakup juga perwakilan suka rela dan

perbuatan melawan hukum.

B. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu konttrak terhadap para
piihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidaknya sah
dalam kontrak yang di buat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidaknya
kontrak dapat di pastikan dengan mengujiinya menggunakan /Istrumen
hukum yang seperti 7erkontritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya
kontrak sebagaiman di atur secara sistematika dalam buku III
KUHPerdata, yaitu :

1. Syarat sahnya kontrak sebagiman di atur dalam Ps 1320
KUHPerdata;
2. Syarat sahnya suatu kontrak sebagimana di atur diluar Pasal

1320 KUHPerdata;®’

8 Muhammad Syaifuddin, HukumKontrak: Memahami Kontrakdalam Prespektif FilsafatTeori,
Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hkum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju 2016),

hal 110.
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Perjanjiian yang dibuat oleh para pihak yang akan melakukan
sewa harus memenuhi syarat-syarat sah yang sudah termuat dalam
pasal KUHPerdata:

1. Kesepakatan bersama atau Para Pihak

Sepakat yang dimaksudkan bahwa subjek yang melakukan
perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang
pokok yang sudah ada dari perjanjian yang akan di adakan.
Apa yang di inginkan oleh pihak yang satu juga di setujui oleh
pihak yang lain.

2. Kecakapan oleh Para Pihak dalam membuat suatu perjanjian;

Manusia yang mengadakan perjanjian harus cakap atau
dewasa menurut hukum. Pada asassnya setiap manusia yang
sudah dewasa dan sehat fisik dan pikirannya adalah cakap
menurut hukum. Menurut hukum Ps 1330 KUHPerata jo.330
KUHPerdata yang dimaksud dengan cakap menurut hukum
adalah mereka yang sudah berumur 20 tahun atau belum
bermur 21 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin.

3. Suatu hal yang tertentu;

Suatu hall tertentu, ialah sudah di tentukan macam-macam
atau jenis benda atau barang yang dalam perjanjian itu.
Mengenaii barang itu sudah ada atausudah berada di tangan

pihak yang sudah berkepentingan pada waktu perjanjiian di
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buat tiidak di haruskan oleh Undang-Undang dan juga
mengenaii jumalh tiidak perlu untuk di sebutkan.®®
Selain hal yang sudahdi atur dalam Ps 1320 KUHPerdata,
terdapatsyarat lain yang mengatur sahnya suatuperjanjian
diantaranya Ps 1338 (ayat 3) dan 1339 KUH Perdata, yaitu
sebagai berikut:
a. Perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik.
b. Perjanjian yang telah mengikat sesuai kepatutan.
c. Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan yang sudah ada.
d. Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya
terhadap yang bersifat hukum memaksa).
e. Perjanjian harus sesuai ketertiban umum.%’
3. Ganti Rugi
Menurut Ps 1244, Ps 1245 dan Ps 1246 KUHPerdata, ansir-
ansir dari ganti rugi itu ialah biaya, rugi dan bunga.
Apabilaundang-undang menyebutkan rugii maka yang
dimaksud ialah sebagai bentuk kerugian yang nyata
(feitelijknadeee) yang dapat diiduga atau diperikarakan pada
atperikatan itu di adakan, yang timbul sebagai akibat dari
ingkar janji. Jumlahnya ditentukan ole suatu perbandingan

diantara keadaan kekayaan yang sesudah terjadinya ingkar

6 Adil sama Dani, Dasar-DasarHukum Bisnis,(Jakarta: Miitra Wacana, 2013), hal 26.
7 Munir Fuady, KonsepHukumPerdata, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal 185-186
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janji dankeadaan kekayaan seandainya tiidak terjadi ingkar
janji.

Pada umumnya dibetur hanya memberiikan gantu rugi
kalau kerugian itu sudah mempunyai hubungan langsung
dengan pengikaran janji, dengan perkataan lain antara ingkar
janji dengan kerugian dan harus ada hubungan sebab akibat

atau (kausal).



BAB III

DATA PENELITIAN

A. Profil Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Untuk mengetahui lebih jauh gambaran tentang objek penelitian

berikut ini akan dipaparkan tentang keadaan Desa Tambak Cemandi

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

1. Kondisi Geografis

Desa Tambak Cemandi adalah salah satu desa yang berada di

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang luas wilayah desa

adalah 616,00 Ha. Dengan ORBITASI (jarak dari pemerintahan desa)

yaitu

a.

b.

Jarak ke Kecamatan
Lama Tempu Kecamatan
Jarak ke Kabupaten

Lama Tempuh ke Kabupaten

Batas wilayah desa ini adalah :

a. Sebelah Utara

b. Sebelah Selatan

c. Sebelah Timur

d. Sebelah Barat

12,8 KM
: 8 Menit
: 27 KM

: 46 Menit

: Gisik Cemandi
: Kalanganyar
: Selat Madura

: Cemandi

Keadaan cuaca di Desa Tambak Cemandi beriklim tropis

yang meliputi dua musim yaitu musim ketigo atau kemarau dab

59
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musim rending atau hujan. Dengan curah hujan selama setahun

1500-2000 mm/th dan tinggi dari permukaan 0-2 km.

Desa Tambak Cemandi mempunyai area tanah seluas

616,00 Ha. Adapun untuk lebih jelas dapat kita lihat di dalam

tabel berikut ini:

Tabel

Rincian Luas Desa Tambak Cemandi

No Rincian Jumlah
1. Tanah ladang/sawah -
2. Lahan tambak 1.5000 meter
3. Pemukiman/ perumahan 9 Ha
4. Tanah sekolah 2000 meter
5. Jalan 3000 meter
6. Waduk/danau/situ -
Jumlah 905 Ha

Berdasarkan tabel di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa

di Desa Tambak Cemandi hampir setengah dari luas desa tambak

Cemandi itu lahan tambak, sehingga rata-rata penduduk desa

Tambak Cemandi bermata pencaharian sebagai petani tambak.

2. Kependudukan

Di desa Tambak Cemandi dari segi kependudukan bisa di katakan

dalam jumlah yang standart jika di ukur dengan luas desanya,

sedangkan jumlah penduduknya 3.650 orang dengan rincian jenis
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kelamin laki-laki berjumlah 1.816 jiwa dan jenis kelamin perempuan
berjumlah 1.834 jiwa.

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada masih di
mungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena di
akibatkan adanya angka kematian dan kelahiran. Di samping itu juga,
adanya penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke luar kota di luar
wilayah Desa Tambak Cemandi.

Desa Tmbak Cemandi merupakan wilayah dengan tanah yang
memiliki kesuburan tanah untuk perikanan, terlihat dari daerah desa
tersebut yang berada di dekat sungai, oleh sebab itu mendorong
masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut membuat

tambak yang di beri pematang untuk memelihara ikan.

. Kondisi sosial desa Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo

a. Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi di suatu desa tergantung dari aktivitas
penduduk yang berkaitan dengan mata pencaharian. Mayoritas
penduduk desa ini bekerja sebagai buruh tani, pedagang ikan dan
nelayan. Selain itu masyarakat juga berprofesi sebagai buruh
pabrik, guru swasta, guru negeri, guru ngaji dan lainnya.
b. Kondisi Pendidikan
Kondisi pendidikan di desa ini termasuk dalam keadaan
yang cukup baik yaitu angkatan muda terdidik yang dapat

dikembangkan dengan memanfaatkan keterampilan namun,
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dengan melihat kesejahteraan masyarakat yang masih banyak
mengalami pra-sejahtera mengartikan bahwa pendidikan masih
belum merata.
c. Sarana dan Prasarana

Fasilitas transportasi di desa ini tidak ada, namun penyebaran
penduduk dalam mengadakan transportasi dengan ojek ataupun
fasilitas yang dimiliki pribadi tidak ada didesa. Saran transportasi
berupa jalan desa dalam keadaan baik dan hampir semua dapat
dilalui meskipun masih ada yang tertinggal. Kontruksi jalan saat
ini adalah terdiri dari jalan aspal, jalan paving, dan jalan tanah

hanya di beberapa titik yang dekat dengan tambak.

B. Tradisi Sewa Menyewa

Sewa menyewa krembu di desa Tambak Cemandi ini sudah terjadi
sejak beberapa tahun. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai krembu
yang digunakan untuk memanen ikan biasanya mereka menyewa kepada
penyewaan krembu yang sudah ada di desa itu sendiri.

Perjanjian sewa menyewa atau akad sewa dilakukan secara
tertulis dan uang sewa di bayar terlebih dahulu atau di bayar di muka,
biasanya pemilik menyewakan krembu setiap sekali pemakaian atau
paling lama satu malam selama dalam proses panen. Sedangkan untuk
uang sewanya sendiri di bandrol dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu)

perbijinya atau sekali pemakaian.
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Adapun beberapa pendapat pemilik krembu yang peneliti temui

yakni 3 orang dari beberapa pemilik krembu, pemilik menjelaskan sebagai

berikut:

Bapak Nasikhul Ibad pemilik krembu pertama.
“ Penyewaan krembu ini sudah saya miliki sejak
3 tahun yang lalu, dulu setiap harinya bekerja
sebagai petani tambak setelah itu saya
membuka penyewaan krembu sehingga berjalan
sampai sekarang dan memiliki sekitar 200 biji
krembu yang bisa di sewa setiap hari. Dalam
praktek sewa ini saya melakukan dengan
tertulis bahwa setelah penyewaan selesai
krembu harus di kembalikan kepemilik sehingga
jelas juga siapa yang menyewa, berapa biji dan
jika ada suatu hal maka saya bisa melaporkan
kepada yang berwenang, tetapi beberapa orang
menyepelehkan itu sehingga banyak orang-
orang yang mengingkari perjanjian yang telah
di sepakti oleh saya dan penyewa. Banyak
krembu yang di tinggalkan di pinggir jalan dan
terkadang  tertinggal di = tambak yang
menyebabkan saya sangat kesulitan untuk

mencari dan saya harus keliling dari desa satu
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ke desa yang lain, dari tambak satu ke tambak
yang untuk mencari kembu saya yang tidak di

kembalikan oleh penyewa ”,

1

- Bapak Khudori sebagai pemilik krembu kedua.
“ Dulu saya bekerja sebagai nelayan dan
menyewakan prahu saya untuk di sewakan
kepada pemilik tambak yang panen dan di
angkut melalui jalur laut. Beberapa tahun
kemudian saya membuka penyewaan krembu
sehingga ketika pemilik tambak panen dan yang
akan mengangkut hasil panen lewat jalur laut
akan menyewa krembu dan prahu saya dan hal
itu sangat menguntungkan bagi saya, tetapi ada
juga yang menyewa untuk di angkut lewat jalur
darat banyak dari mereka tidak bertanggung
jawab dengan krembu yang sudah di sewa,
mereka akan meninggalkan krembu di pinggir-

pinggir jalan dan sering juga kehilangan krembu

1 Nasikhul Ibad (Pemilik Krembu), Wawancara, pada tanggal 2 November 2019
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membuat saya kesusahan untuk mencari dan

menyebabkan kerugian juga bagi saya”.

- Bapak Rojali sebagai pemilik krembu ketiga. “
Membuka penyewaan krembu ini sudah sangat
lama sekali saya juga menyewakan tambak
hingga sekarang penyewaan saya berjalan
dengan lancar meskipun ada saja kendala
seperti, penyewa krembu yang sangat curang
dalam menyewa yang membayar tidak seuai
jumlah krembu yang di sewa tekadang
membayar setengah dari krembu yang di sewa,
penyewa krembu yang tidak mengembalikan
krembu setelah sewanya selesai ini juga
membuat kerugian bagi saya karena sering kali
kehilangan krembu dan terkadang sudah rusak
ketika di temukan di pinggir jalan atau di
sekitar tambak, hal ini membuat kerugian bagi
saya dan karena hal itu saya terkadang
kekurangan dana untuk membeli krembu yang

baru karna banyak krembu yang hilang dan

2 Khudori (Pemilik Krembu), Wawancara, pada tanggal 5 Juni 2020
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tidak bisa di sewakan kembali dan saya tidak

mendapat uang karna krembu itu hilang.3

Adapun beberapa pendapat perangkat Desa Tambak Cemandi
yang peneliti temui yakni 3 orang dari beberapa prangkat, menjelaskan
sebagai berikut:

- Bapak Amat sebagai Kepala Desa. “Saya
sebagai kepala desa mengetahui bahwa adanya
sewa-menyewa krembu di desa Tambak
Cemandi, karna penduduk desa ada yang
memeliki penyewaan tersebut ketika saya
blusukan ke rumah-rumah warga saya juga
menanyakan bagaimana keadaan ekonomi
warga. Ketika pemilik krembu ini menceritakan
tentang kondisi penyewaannya, dia telah
mengalami kerugian karena krembunya ada
yang hilang karna  penyewa tidak
mengembalikan sewa dan  mengingkari
perjanjian yang telah disepakti oleh kedua
pihak. Saya sudah mengetahui bahwa adanya
perjanjian sewa krembu sejak dulu dan pasti ada

saja yang orang-orang yang melakukan

3 Rojali (Pemilik Krembu), Wawancara, pada tanggal 8 Juni 2020
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kecurangan dalam melakukan sewa seperti tidak
membayar uang sewa sampek berkali-kali
terkadang juga membayar hanya setengah dari
yang di sewa dan sisanya tidak di bayarkan oleh
penyewa hal ini sering di alami oleh pemilik
krembu, tetapi dalam hal ini saya tidak bisa
melakukan atau berbuat apapun karna yang
memiliki hak adalah pemilik saya hanya
menyarankan dan memberikan penjelasan
kepada pemilik krembu bagiaman keadaan yang
dialami oleh pemilik krembu.”.#

- Bapak Khotib sebagai prangkat desa. “Saya
sudah sering kali mendengarkan keluhan warga
yang memiliki penyewaan krembu karna saya
juga melihat banyak krembu di pinggir jalan
seperti tidak ada yang memeliki, itu karna
kecurangan penyewa ketika menyewa krembu
dan mengingkari perjanjian yang telah di
sepakati oleh kedua belah pihak, hal itu yang
menyebabkan kerugian bagi pemilik. Ada juga
yang mengakui krembu itu milik dia dengan

menghilangkan tanda pemilik sewa di krembu

4 Amat (Kepala Desa), Wawancara, pada tanggal 1 November 2020
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itu dan itu menyebabkan pemilik kesusahan
untuk mencari krembu. Terkadang saya juga
merasa kasian kepada pemilik karna sudah
sering terjadi tidak hanya satu atau dua kali saja
tapi sudah sering terjadi membuat kerugisn
besar bagi pemilik padahal uang sewa sudah
sangat rendah dengan harga Rp. 10.000 rupiah
per bijinya tetapi orang-orang tetap melakukan
kecurangan itu. Tetapi pemilik krembu ini tidak
bisa melakukan hal apapun karna mereka adalah
orang awam yang tidak mengetahui tentang
hukum yang berlaku di Indonesia itu sebabnya
mereka hanya menganggap itu “bukan rejeki”
mereka itu yang sering kali mereka ucapkan
ketika saya bertanya tentang usaha krembu
yang mereka jalani. Saya hanya mengingkan
saja tentang hukum yang ada dan menjeaslkan

sedikit tentang hukum yang saya ketahui.”.>

- Bapak Khasbul sebagai prangkat desa. *
Persewaan krembu yang ada di Desa Tambak

Cemandi ini sudah ada sejak dulu dan sudah

sering terjadi juga hal seperti kehilangan

5> Khotib (Prangkat Desa), Wawancara, pada tanggal 9 Juni 2020
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krembu, tidak membayar uang sewa, tidak
mengembalikan sewa tetapi mereka juga tidak
bisa melakukan apapun karna mereka tidak tahu
tentang hukum yang berlaku di Indonesia dan
saya juga sudah sering memberitahukan hal itu
tapi mereka tidak menggubris hal itu dan hanya
menyepelekan masalah yang terjadi.  Tapi
mereka sering kali mengeluh tentang kerugian
yang telah di alami mereka selama bertahun-
tahun, tetapi hal itu tidak membuat para
pemilik krembu itu tidang ingin melaporkan
kepada pihak yang berwajib sehingga tidak
akan ada lagi kejadian dan kerugian seperti
itu.”.6
Adapun beberapa pendapat penyewa krembu yang peneliti temui
yakni 3 orang dari beberapa penyewa krembu, penyewa menjelaskan
sebagai berikut:

- Bapak Yauman sebagai penyewa krembu
pertama. “ Penyewaan krembu ini sangat
membantu karna saya sangat membutuhkan
tempat untuk hasil panen ikan yang akan di jual

kembali ke pengepul ikan di pasar besar,

& Khasbul (Prangkat Desa), Wawancara, pada tanggal 9 Juni 2020
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biasanya saya yang mengambil krembu tiu ke
tempat pemilik terkadang jika tidak ada yang
mengambil pemilik bersedia untuk mengantar
ke tempat yang sudah saya tentukan, tetapi
saya menjalakna sesuai perjanjian yang telah
saya sepakati yaitu mengmbalikan krembu
setelah sewa itu selesai atau satu hari satu
malam selama masa panen, jika sudah melewati
itu maka saya memberitauhkan kepada pemilik
bahwa saya akan menyewa kembali krembu dan
karna uang perjanjian pertama sudah di bayar di
muka dan jika di perpanjang perjanjian sewa
maka uang sewa yang kedua akan di bayarkan
ketika krembu kembali ke pemilik. Tetapi
banyak juga orang-orang yang melakukan
kecurangan seperti yang sering terjadi adalah
tidak mengembalikan krembu ke pemilik yang
membuat pemilik mengalami kerugian yang
kucup besar, dan pemilik juga harus mencari di
pinggir-pinggir jalan karna penyewa yang tidak
bertanggung jawab akan meninggalkan krembu

yang di sewa di pinggir jalan.”.”

7 Yauman (Penyewa Krembu), Wawancara, pada tanggal 15 Desember 2019
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13

- Bapak Budi sebagai penyewa krembu kedua.
Faktor yang menyebabkan seseorang
melakukam hal itu teru menerus adalah
kurangnya kebutuhan ekonomi yang
menyebabkan mereka harus melakukan hal
tersebut agar mereka tidak menyewa kembali
krembu dan akhirnya mereka membawa krembu
itu dan mengganti tanda yang telah di beri oleh
pemilik krembu. Sehingga pemilik akan
kesusahan untuk mencari krembu yang di
milikinya dan hal itu membuat pemilik
mengalami kerugian, sehingga ketika seseorang
atau seperti saya ini menyewa krembu yang
cukup banyak dan pemilik mengalami
kehilangan maka sewa saya akan saya batalkan
karna saya membutuhkan krembu yang cukup
banyak untuk mengangkut ikat yang sudah saya
borong atau sudah saya beli kepemilik tambak

sayng sedang panen.”.?

- Bapak ibad sebagai penyewa krembu ketiga. *

Saya sudah berlangganan sewa ke Bapak

Nasikhul Ibad dan saya jug sering menyewa

8 Budi (Penyewa Krembu), Wawancara, pada tanggal 16 Desember 2019
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krembu dengan jumlah yang cukup banyak
karna saya pemborong ikan yang membutuhkan
tempat untuk menagngkuta atau membawa ikan
ke pasar untuk di setor kepengepul ikan di
pasar-pasar besar. Tetapi saya juga merasa
kasian ke pemilik karna ada saja orang-orang
yang tidak bertanggung jawab karna mereka
sering kali tidak mengembalikan sewa krembu
kepemilik dan sering juga tidak membayar uang
sewa dan membuat pemilik mengalami
kerugian. Kebiasaan praktek ini sudah terjadi
sejak lama dan orang-orang juga sudah sering
kali melakukan hal tersebut seperti malukan
kecurangan ketika sewa krembu itu di
lakukan.”.’

Adapun beberapa pendapat penyewa krembu yang melakukan
penggelapan krembu peneliti temui yakni 2 orang dari beberapa penyewa
krembu, penyewa menjelaskan sebagai berikut:

- Bapak Sukri sebagai seorang yang melakukan
penggelapan sewa krembu.“Saya melakukan
kecurangan dalam akad sewa menyewa krembu

karna faktor ekonomi yang sangat rendah, yang

% Ibad (Penyewa Krembu), Wawancara, pada tanggal 18 Desember 2019
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mendorong saya melakukan hal tersebut atau
kecurangan, seperti tidak menggembalikan
krembu yang sudah saya sewa ke pemilik
krembu sehingga pemilik krembu mengalami
kesulitan dalam mencari krembu karna saya
tidak mengembalikan sesuai akad sewa yang
sudah kami sepakati bersama, dan saya sangat
merasa bersalah ketika mengetauhi bahwa
pemilik krembu mengalami kerugian yang
cukup besar. Saya sangat bersalah dan meminta
maaf kepada pemilik atas perbuatan saya yang
sangat merugikan pemilik.”.!0

- Bapak Ghofur sebagai seorang yang melakukan
penggelapan sewa krembu. “ Saya melakukan
perbuatan itu dengan senagaja karna saya
sangat kepepet pada saat itu sehingga saya
melakukan kecurangan atau pengingkaran akad
sewa yang sudah saya setujui dengan pemilik
krembu dan saya lakukan dengan sadar, karna
pada saat itu saya harus mengangkut ikan lagi
dan sedangkan sewa yang kedua belum saya

bayarkan dan saya membawa krembu itu untuk

10 Sukri (Pelaku Penggelapan Akad Sewa Krembu), Wawancara, pada tanggal 26 Desember 2019
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saya ganti tanda yang sudah di berikan pemilik
dengan tanda yang saya buat sehingga pemilik
tidak mmengetahui bahwa krembu itu miliknya
ketika saya gunakan dan saya terhindar dari
uang sewa dan saya memliki krembu milik saya
yang saya gelapkan dari pemilik krembu. Dan
ketika pemilik sudah mengetahui perbuatan
yang sudah saya perbuat saya pribadi memeinta
maaf kepada pemilik karna saya sudah
mengingkari perjanjian yang sudah saya buat
dan saya menggelapkan krembu dan saya
memeohon semoga pemilik menyelesaikan
perbuatan saya dengan cara kekeluargaan tidak
sampai ke pengadilan dan ketika pemilik
menyetujuinya saya berjanji tidak akan
mengulangi kesalahan yang sama.”.!!

Menurut masyarakat di sekitar adanya penyewaan krembu sangat
membantu masyarakat karena harga yang terjangkau, meskipun sudah ada
perorangan yang memiliki krembu pribadi untuk di pergunakan ketika
mereka di panggil untuk bekerja ketika panen tambak, dan kebanyakan
masyarakat bekerja sebagai petani tambak atau buruh tambak, jika si

pemilik tambak panen maka mereka akan memanggil orang untuk

11 Ghofur (Pelaku Penggelapan Akas Sewa Krembu), Wawancara, pada tanggal 28 Desember 2019
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mengangkut hasil panen dengan sepeda motor atau dengan perahu dan di
angkut menggunakan krembu menuju desa lalu di sortir untuk di pilih
mana yang besar dan mana ikan yang kecil sebelum di setor ke pasar
induk oleh pemborong ikan dan di angkut Kembali menuju ke luar kota
atau tempat pelalangan ikan.

Pemborong ikan biasanya memilih menyewa krembu dengan jumlah
yang cukup banyak, mereka menyewa krembu mulai 30 sampai 60 biji
krembu karena mereka akan memborong ikan dengan jumlah banyak dan
akan di kirim ke luar kota untuk di jual kembali kepengepul.

Dengan latar belakang yang berbeda membuat seseorang memiliki
cara pandang berbeda dalam melihat sesuatu. Begitu juga ketika
pendidikan dan ekonimi yang membuat masyarakat tidak menyadari akan
adanya sekat tak kasat mata tentang perbedaan kasta. Mereka yang
beruntung terkadang tidak melihat sekitar yang membutuhkan
bantuannya. Namun dengan perbedaan itu dapat dilihat dari pekerjaan
yang mereka lakukan.

Ketika seseorang mengalami keadaan ekonomi di bawah, mereka
akan melakukan pekerjaan apapun selama pekerjaan itu dapat
memberikan mereka uang utuk melanjutkan hidup. Terkadang dalam
melakukan pekerjaan itu tidak memikirkan dampak yang akan dirasakan,
salah satunya melakukan penggelapan sewa krembu yang mereka tidak

sadari telah melakukan itu.
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Perjanjian yang telah mereka sepakati antara penyewa dan pemilik
krembu sudah waktunya untuk di kembalikan tetapi si penyewa tidak
mengembalikan krembu tersebut sesuai perjanjian yang telah di sepakati
kedua belah pihak.

Ketika penyewa tidak mengembalikan krembu ke pemilik maka
mereka akan menyimpan di gudang mereka agar pemilik mengambilnya
sendiri dan sering juga menghilangkan tanda dari krembu tersebut dengan
tanda yang di inginkan si penyewa sehingga pemilik krembu tidak
mengetahui bahwa krembu itu adalah miliknya, penyewa juga
meninggalkan krembu di pinggir-pinggir jalan akhirnya membuat pemilik
krembu harus mencari di setiap jalan dan sering terjadi kehilangan ketika
krembu tersebut berada di pinggir jalan.

Sering juga terjadi hal yang sangat merugikan pemilik ketika
mereka kehilangan krembu dan krembu itu akan di sewa orang tetapi
krembu itu kurang dan tidak sesuai yang di inginkan penyewa maka
mereka akan membatalkan sewanya dan akan menyewa ke tempat lain.
Hal ini sangat merugikan karna kecurangan manusia-orang yang tidak
bertanggung jawab dan sangat merugikan bagi orang lain.

Adanya pelanggaran dari isi surat perjanjian hak sewa tersebut
bisa berdampak pada pemilik yang mana pemilik krembu menginginkan
krembu tersebut untuk di kembalikan dikarenakan pihak penyewa telah

melanggar dari isi surat perjanjian tersebut. Dan hal itu benar-benar
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terjadi maka pihak pemilik akan mengalami kerugian yang di sebabkan

karena pelanggaran perjanjian surat yang di lakukan oleh pihak penyewa.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Terhadap Akad Sewa Menyewa Krembu yang di Duga Terdapat Unsur
Penggelapan di Desa Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo

Penggelapan sendiri dalam konteks Bahasa hukum pidana
maksudnya ialah penggelapan terhadap barang yang di sewakan, seperti
penggelapan barang yang dititipkan kepada seseorang, menggelapkan
barang pinjaman, menggelapkan barang yang disewakan, dan sebagainya.

! Disamping itu “barang” sendiri diartikan juga semua benda yang
berwujud seperti halnya wuang, baju, perhiasaan, dan sebagaiinya,
termasuk pula dengan binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti
halnya aliran listrik yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda
yang juga bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai
uang, asal bertentngan dengan pemiliknya (melawan hukum).

Sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik
kepada manusia lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang
itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada
pemilik. Yahya Harahap menyatakan bahwa sewa menyewa (huur en
verhuur) merupakan suatu persetujuan antara pihak yang menyewa
(kepada umumnya pemilik barang) dengan pihak penyewa. Pihak yang

menyewakan menyerahkan suatu barang yang hendak di sewakan kepada

1 Hoetomo. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2005). 239
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pihak penyewa untuk di nikmati sepenuhnya. Penikmatan berlangsung
untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga
sewa yang tertentu.”

Perjanjian sewa menyewa di atur dalam ketentuan Pasal 1313
KUHPerdata perjanjian (atau disebut pula sebagai persetujuan) adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan yang mengakibatkan
adanya tindak pidana dugaan penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal
372 KUHP yang menyebutkan “Kejahatan yang dilakukan seseorang yang
dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang
seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan manusia lain”.?

Meski sudah ada peraturan tentang sewa menyewa dan tindak
pidana peggelapan akan tetapi masyarakat tidak mengetahui secara benar
bagaimana menerapkan peraturan itu dan bagaimana penangggulangan
ketika pelanggaran tersebut di lakukan. Masyarakat mengakui adanya
perturan itu, akan tetapi dengan banyak faktor yang mempengaruhi
menyebabkan masyarakat tetap melakukan kegiatan itu. Banyak faktor
tertentu yang menyebabkan penerapan peraturan yang tidak maksimal
membuat beberapa masalah muncul secara tidak sadar dan ketidak tahuan
masyarakat yang membuat penerapan peraturan tidak maksimal seperti Ps

372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986), 220.
3 Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994). 41.
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Penerapan peraturan yang sudah tidak bisa di lakukan secara
maksimal dapat menyebabkan masalah yang akan ditimbulkan. Dalam
masalah ini yang di rugikan tidak hanya pelaku akan tetapi juga pemilik
krembu jika pelanggaran yang di buat berdampak langsung bagi
kesejahteraan masyarakat. Krembu yang di sewakan dan tidak di
kembalikan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemilik
krembu karena ketika pelaku ketahuan menggelapkan krembu maka
pelaku akan di laporkan ke pihak yang berwenang.

Peraturan yang di buat oleh pemerintah salah satunya bertujuan
untuk mengurangi tindakan pelanggaran terhadap tindak pidana
penggelapan, namun dalam kenyataannya pelanggaran itu masih banyak
terjadi di beberapa tempat di sebabkan penerapan peraturan yang kurang
maksimal dari penegak hukum maupun masyarakat sekitar. Beberapa
faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya penerapan perturan tersebut
yaitu:

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat
Kurangnya perhatian yang di berikan pemerintah setempat
akan masyarakat yang melakukan penggelapan krembu.
Kegiatan penyuluhan yang seharusnya di lakukan untuk
memberikan wawasan terhadap masyarakat sekitar tidak
dilakukan yang menyebabkan msyarakat tidak tahu akan

bahayanya melakukan penggelapan krembu tersebut.
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Sebenarnya keadaan masyarakat yang tidak sama membuat
suatu informasi tidak di ketahui secara merata, maka perlunya
di lakukan penyuluhan untuk memberikan wawasan kepada
masyarakat sekitar agar mematuhi dan dapat meminimalisir
terjadinya pelanggaran. Ketika peraturan itu tidak di ketahui
masyarakat maka adanya peraturan tidak ada gunanay karena

peraturan itu tidak akan berlaku dalam masyarakat.

. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi yang memaksa masyarakat melakukan
kegitan itu. Beberapa masyarakat mengetahui bahwa
perbuatan itu di larang akan tetapi terpaksa mereka melakukan
karena ekonmi yang mencekik. Keadaan ekonomi yang
menyebabkan masyarakat tidak lagi memikirkan bahaya yang

akan di timbulkan terhadap diri mereka sendiri.

. Pendidikan

Pendidiksn merupakan salah satu faktornya, karena ketika
pendidikan yang di tempuh tidak dapat di gunakan untuk
mencari pekerjaan membuat masyarakat melakukan perbuatan
yang bisa di lakukan tanpa memikirkan akibat perbuatan yang
telah di lakukan, yang mereka fikirkan bagaimana
mendapatkan uang.

Faktor-faktor di atas membuktikan bahwa terkadang

kesalahan tidak sepenuhnya pada masyarakat akan tetapi dapat
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terjadi karena secara tidak langsung pemerintah sekitar tidak
memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana
peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu
penerapan peraturan tidak dapat di lakukan secara maksimal.

Salah satu penyebab timbulnya dugaan penggelapan krembu adalah
mahalnya kebutuhan pokok sehingga mengakibatkan masyarakat
melakukan penggelapan krembu dengan menghindari uang sewa dan
meminimalisir pengeluaran uang mereka dan dapat di pergunakan untuk
keprluan lain. Terjadinya pelanggaran tidak bisa hanya menyalahkan salah
satu pihak saja, karena tanpa sadar semuanya memiliki keterkaitan.

Pada akhirnya masyarakat menggunakan peluang untuk menyewa
sekali krembu dan tidak di kembalikan untuk di pergunakan untuk diri
sendiri, ketika tidak ada tindakan tegas dari pemilik dan masyarakat di
sekitar ataupun pemerintah setempat. Padahal tindakan tersebut sangat
merugikan bagi pemilik krembu karena akan menyebabkan kekurangan
krembu ketika akan di sewa oleh pihak lain.Di beberapa daerah mungkin
belum merasakan dampak dari masyarakat yang melakukan pelanggaran
tindak pidana penggelapan yang menyebabkan kerugian besar bagi
pemilik akan tetapi, kewaspadaan harus tetap ada karena kerugian yang
besar. Dengan adanya kerugian yang di rasakan pemilik krembu,
seharusnya membuat pemilik krembu lebih waspada ketika akan

melakukan sewa kepada seseorang.
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Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menegakkan peraturan
tersebut karena adnya sebuah perturan merupakan tujuan untuk
menegakkan peraturan di daerah-daerah yang kurang akan wawasannya
terhadap hukum yang telah di berlakukan sehingga masyarakat
menyepelehkan peraturan yang telah di buat. Selain itu, peraturan
tersebut di buat untuk di tegakkan tidak untuk di sepelehkan oleh
masyarakat ketika pelanggaran itu di lakukan mmebuat pemilik krembu
mengalami kerugian. Ketika pemerintah melakukan penerapan peraturan
secara tegas dapat memungkinkan dapat meminimalisir pelanggaran yang
di lekukan oleh masyarakat.

Pelaksaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam
masyarakat khususnya di daerah Tambak Cemandi Sedati Siadoarjo
terjadi pelanggaran karena sesuai dengan pasal tersebut bahwa adanya
dugaan penggelapan krembu yang dilakukan yang dapat merugikan
pemilik krembu, akan tetapi tindak pidana yang di lakukan masyarakat
termasuk dalam pelanggaran penggelapan krembu. Dan sesuai dengan
Pasal 372 maka pelaku dapat di kenai pidana penjara yaitu paling lama

empat taahun dan denda paliing banyak sembilan ratus rupiiah.

B.Analisis Akad Sewa Menyewa Krembu Dalam Kajian Fiqih Jinayah di Desa
Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam

hidup manusia memerlukan manusia lainnya yang bersama-sama hidup
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dalam masyarakat banyak kejadian dan persitiwa khusus dalam bidang
muamalah. Untuk itu manusia di beri kebebasan dalam muamalah, hal itu
menunjukkan bahwa hukum islam memberi peluang kepada manusia
untuk melakukan berbagai bentuk traksaksi baru mengenai muamalah
yang dibtuhkan dalam kehidupan mereka, namun sebuah kebebasan
tersebut tidak serta merta bebas dari ketentuan syara’. Dalam ketentuan
sewa meyewa krembu di desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati
kabupaten Sidoarjo pada bab III dijelaskan sebagai berikut:

Krembu yang di sewakan kepada pihak penyewa selama sekali
pemakaian atau satu malam dalam proses panen dengan harga sewa Rp.
10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan di bayar dimuka. Perjanjian ini disepkati
oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak
tersebut berisi bahwa setelah menyewa krembu harus di kembalikan
kepada pemilik sewa kecuali dengan pemberitahuan bahwa krembu akan
di sewa kembali maka perjanjian sewa akan di perpajang dengan waktu
sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Merujuk dari kenyataan yang ada bahwa pada garis besarnya bila di
analisis dari ketentuan yang telah di tetapkan dalam sewa menyewa
krembu, maka perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam
karena kedua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian) telah
memenuhi persyaratan yang ada dan sesuai dengan hukum Islam. Namun
di tengah-tengan ketika perjanjian tersebut berjalan, pihak penyewa telah

telah melupakan hak sewa yang seharusnya setelah sewa berakhir maka
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krembu harus di kembalikan kepada pemilik krembu dan pihak penyewa
telah melanggar dari isi surat perjanjian tersebut. Seperti dalam kaidah
Ushul Figh di jelaskan.

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus
didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dan
kekecewaan salah satu pihak, dan dari hasil akad tersebut yaitu apa yang
di tentukan oleh kedua belah pihak.Namun sesudah selesainya sewa pihak
penyewa tidak mengembalikan krembu kepada pemilik dengan alasan
krembu yang di sewa tidak di temukan karna petani tambcak ketika
selesai bekerja mereka tidak mau tau tentang krembu sehingga krembu itu
terkadanG di pinggir-pinggir jalan sehingga kemungkinan untuk hilang
itu besar dan kerugian yang di alami pemilik juga sangat besar.

Dalam hal ini pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian, yang mana
dalam surat perjanjian mengatakan bahwa pihak penyewa harus
mengembailakan sewa krembu setelah selesai pemakaian akan tetapi
pihak kedua tidak bersedia untuk mengembalikan krembu ke pemilik,
maka pihak penyewa di wajibkan untuk mengganti rugi krembu atas
krembu yang tidak bisa di temukan di beberapa tempat.

Dalam kasus ini pihak penyewa setelah masa sewa berakhir tidak
mengembalikan krembu ke pemilik. Dalam hal ini pemilik krembu tidak
terima dengan perbuatan yang telah di lakukan oleh penyewa yang
mengingkari atas isi perjanjian yang telah di buat dan di setujui oleh

kedua belah pihak. Hal ini mengakibatkan pihak pemilik krembu meminta
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hak atas hilangnya krembu tersebut di karenakan pihak penyewa telah
mengingkari perjanjiannya. Dalam hal ini pihak pemilik yang kena imbas
dari hilangnya krembu yang di lakukan oleh penyewa dan mengakibatkan
kerugian bagi pemilik krembu.

Dalam al-Qur’an telah dijelaskan tentang larangan berbuat
kecurangan karna dapat menimbulkan berbagai macam masalah yang
tercantum dalam surat. Agama Islam merupakan agama yang cinta damai
oleh karena itu dilarang melakukan kecurangan karena akan menganggu
ketentraman bagi manusia. Perjanjian sewa menyewa yang terjadi di desa
Tambak Cemandi lecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo merupkan akad
yang memberi manfaat yang diduga adanya unsur penggelapan.

Dalam teorinya memuat ijarah juga merupakan transaksi yang
sangat lazim digunakan untuk mengambil manfaaat dengan harga yang
tertentu dan dalam waktu terttentu atau yang sudah di sepakati oleh
kedua belah pihak. Dalam kasus ini konsep sewa menyewa ditetapkan
pada disewanya krembu milik salah seseorang yang di sewa oleh penyewa
krembu. Untuk lebih jelasnya dalam perjanjian itu dijelaskan bahwa:

1. Sewa menyewa krembu dilakukan selama sekali pemakaian
atau semalam selama proses panen.
2. Sewa krembu seharga Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah)

perbijinya.
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3. Dalam proses akad sewa dijelaskna bahwa setelah menyewa
krembu harus di kembalikan ke pemilik krembu dan sudah di
setujui oleh kedua belah pihak.

Adapun dari perjanjian di atas syarat dan rukun telah terpenuhi
yaitu adanya sewa menyewa dimana ada kedua belah pihak, penyewa dan
pemilik krembu, objek yang akan disewakan, dan akad sewa menyewa.

a. Analisis Subyek atau Kedua Pihak yang Melakukan Akad Sewa
Menyewa
Yang menjadi subyek dalam sewa menyewa tersebut ialah pemilik
krembu yang menyewakan krembunya kepad salah sorang warga. Dari
segi syarat-syaratnya sudah jelas bahwa pihak yang terkait sewa
menyewa itu sudah baligh, berakal, dilihat dari segi hukum islam subyek
sewa menyewa ini telah memenuhi syarat.
b. Analisis Objek yang Disewakan
Dalam islam objek yang harus disewakan harus dapat diserahkan
atau dilaksanakan dan yang lebih utama bahwa objek sewa mnyewa ini
harus lebih bermanfaat baqgi seseorang penyewa. Krembu yang
disewakan ini adalahhak milik atau alat untuk tempat ikan yang
memang sering disewa oleh penduduk setempat. Penyewa membutuhkan
krembu untuk di pergunakan sebagai tempat ikan dan akan di angkut
oleh petani tambak untuk di jual kepada pemborong lalu di pilah besar
dan kecilnya ikan lalu akan di jual kembali keluar kota atau pengepul

ikan di pasar besar.
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Pada hakikatnya akad dapat dinyatakan sah apabila ada jjabgabul .
pengertian akad secara bahasa ialah ikatan dan persetujuan. Sedangkan
menurut istilah akad mempunyai pengertian ungkapan kata pemilik
krembu dengan penyewa dengan bertujuan untuk menyewakan krembu
secara kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang sudah
menyetujui perjanjian tersebut.

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam akad perjanjian
di desa Tambak Cemandi berawal sangat baik dan telah mengikuti
prosedur akad perjanjian sebelum melakukan sewa menyewa.

Menurut Ulama Figh menetapkan kalau pihak-pihak yang
melakukan akad di pandang mampu bertindak menurut hukum. Dan
akad yang dilakukan oleh manusia yang kurang waras (gila) atau anak
kecil yang belum mampu bertindak hukum secara secara langsung
hukumnya tidak sah. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad sewa
menyewa krembu di desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati
kabupaten Sidoarjo secara umum sudah memenuhi syarat untuk
melakukan akad. Kedunya adalah manusia yang sudah dewasa dan
mampu untuk berbuat hukum. Dan pada saat melakukan akad juga tidak
dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela.

Perjanjian sewa menyewa yang berlangsung antara kedua belah
pihak dengan berdasarkan persetujuan bersama dan sama-sama rela.
Akan tetapi di tengah perjanjian itu justru salah satu pihak yang dalam

kasus ini pihak penyewa krembu mengingkari perjanjian yang telah di
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buat dalam kesepakatan bersama. Yang mana pihak penyewa
mengalihkan hak sewa krembu kepada manusia lain tanpa
sepengetahuan dan atau tanpa persetujuan pihak pertama (manusia yang
menyewakan). Dan adanya asas janji itu mengikat maka perjanjian yang
dibuat oleh kedua belah pihak bersifat mengikat. Dalam al-Qur’an
terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul figh,
“perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib” hal ini mewujudkan

bahwa  janji itu  mengikat dan  wajib di  penuhi.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan, dan kajian yang telah penulis lakukan pada
bab-bab sebelumnya di dalam skripsi ini, maka jika mengacu pada pokok
masalah dalam skripsi ini dapat dikumpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemahaman masyarakat dalam melakukan perjanjian sewa
menyewa, masih tidak paham karean masih banyak dari masyarakat salah
mengartikan bagaimana perjanjian sewa menyewa secara lisan dan tertulis,
serta banyak juga tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dari para
pihak sesuai dengan perturan yang berlaku dalam KUHPidana dan
KUHPerdata. Masalah yang sering terjadi, salah satunya akibat masih
kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri.

2. Dalam hukum Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana
penggelapan mengarah pada hukuman ta’zir. Dikarenakan dalam hukum
islam tidak ada dalil nash yang membicarakan bentuk hukuman
penggelapan, yaitu hukuman yang jenis, dan ukurannya menjadi wewenang
hakim atau penguasa setempat. Dalam memeutuskan jenis dan ukuran
sanksi ta’zir, harus tetap memerhatikan isyarat dan petunjuk nash
keagamaan secara teliti dan baik, karena hal ini menyangkut kepentingan
dan kemaslahatan masyarakat. Seperti pada sanksi ta’zir yang di jatuhkan

kepada pelakuk penggelapan krembu, maka sangksi ta’zir yang terberat

90



91

jatuh pada penggelapan dengan pemberatan karena pada penggelapan ini
terjadi penyalahgunaan kepercayaan yang benar-benar sengaja di
selewengkan dan sadar melawan hukum.

Praktik yang dilakukan oleh kedua belah pihak berlangsung di Desa
Tambak Cemandi dengan perjanjian kedua belah pihak yang terlibat dalam
akad sewa menyewa krembu di Desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati
kabupaten Sidoarjo secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan
akad. Keduanya adalah manusia yang sudah baligh dan mampu untuk berbuat
hukum. Dan pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal

dan dilakukan atas dasar saling rela.

. Saran
Atas dasar dari temuan penelitian ini, maka penulis
merekomendasikan sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada
masyarakat agar mengerti dan paham akan hukum penggelapan sewa
meynyewa krembu yang berlaku di indonesia.

2. Dalam sewa menyewa seharusnya dilakukan sesuai dengan isi surat
perjanjian

3. Bagi semua muslim yang melakukan proses sewa menyewa krembu harus
mengutamakan kejujuran dan menghindari kemudzaratan bagi manusia lain

dan mendahulukan asas kemaslahan dan saling menguntungkan.
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